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ABSTRAK 
Hadi Iman Kurniadi (B11112287) dengan judul skripsi Analisis Hukum 
Tindak Pidana Gratifikasi Melalui Hibah Dalam Tindak Pidana Korupsi 
(dibimbing oleh) Muhadar dan Nur Azisa.  
Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah Untuk mengetahui cara 
menentukan suatu gratifikasi dan perbedannya dengan hibah dan untuk 
mengetahui peraturan perundang-undangan mengatur tentang gratifikasi 
melalui hibah 
Penulis melakukan studi kepustakaan yang bertempat di 
Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Pengadilan 
Negeri Makassar. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian terhadap yuridis 
normatif, yaitu penelitian terhadap peraturan-peraturan yang ada untuk 
mendapatkan informasi tentang tindak pidana gratifikasi dan pemberian 
hibah 
 
Data yang diperoleh adalah data sekunder yang merupakan data 
yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, bahan-bahan 
dokumentasi dan bahan tertulis lainnya yang terkait dengan penelitian ini.  
Hasil penelitian ini menemukan bahwa antara gratifikasi dan hibah 
terdapat perbedaan di antara keduanya. Gratifikasi dilakukan untuk 
memperoleh sesuatu dengan cara yang bertentangan dengan Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi, sedangkan hibah merupakan suatu pemberian yang dilakukan 
dengan tujuan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang. 
Sedangkan pengaturan mengenai tindak pidana gratifikasi melalui hibah 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 b dan Pasal 12 c. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Manusia sebagai perorangan atau individu cenderung untuk 
berkumpul dengan individu-individu lain dan dengan itu membentuk 
kelompok manusia yang cenderung hidup bersama. Karena 
kecendrungannya berkelompok mausia dinamakan makhluk social. Fakta 
ini sudah diketahui sejak dahulu kala dan filsuf yunani yang terkenal 
Aristoteles karenanya menamakan manusia itu “zoon politicon” (makhluk 
sosial).1 
Dalam kenyataannya, yang dinamakan masyarakat itu bias 
berwujud suatu kelompok manusia berdasarkan pertalian darah yang 
dinamakan kekerabatan misalnya suatu marga ataupun kelompok 
manusia yang merupakan masyarakat berdasarkan pertalian territorial, 
misalnya kampong atau desa. Masyarakat dalam bentuknya yang tersebar 
dalam batas-batas wilayah nasional adalah Negara.2 
Oleh karena itu untuk mengatur berbagai macam kelompok dengan 
perliaku dan kebiasaan yang berbeda dalam suatu masyarakat diperlukan 
suatu instrument yang dapat mempersatukan berbagai macam kelompok 
tersebut, instrument itu dapat dinamakan sebagai hukum positif. 
                                                          
1 Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, 2009, Pengantar Ilmu Hukum  (Suatu Pengenalan 
Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, PT. Alumni, Bandung, hlm. 12 
2 Ibid, hal. 4 
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Hukum positif (Indonesia) adalah keseluruhan asas dan kaidah-
kaidah yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Apabila 
diuraikan lebih lanjut, hubungan manusia dalam masyarakat ini berarti 
hubungan antar-manusia, hubungan antara manusia dengan masyarakay 
dan sebaliknya hubungan antara masyarakat dengan manusia anggota 
masyarakat itu.3 
Singkatnya dapat dikatakan hukum positif, yaitu hukum yang 
berlaku pada waktu dan tempat tertentu. Sehingga dengan keberadaan 
hukum positif tersebut dapat memberikan suatu solusi dari beragamnya 
masyarakat sehingga mereka dapat diatur dengan suatu hukum tunggal. 
Sehingga dengan adanya hukum positif tersebut akan meredam berbagai 
macam subjektifitas hukum yang dimana setiap kelompok dari suatu 
masyarakat bertahan dengan hukum yang diterapkan oleh masing-masing 
kelompok, sehingga rawan menimbulkan konflik apabila dibenturkan 
dengan hukum dari kelompok masyarakat yang berbeda. Makanya 
diperlukan suatu organisasi tunggal yang berwenang dan membawahi 
setiap kelompok masyarakat tersebut sehingga ada suatu hukum yang 
disepakati untuk diikuti oleh seluruh kelompok masyarakat. 
Perlu kita  ketahui pula bahwa jika kita membahas tentang hukum, 
maka di daalamnya senantiasa terdapat tiga komponen, masing-masing : 
Struktur, yaitu keseluruham institusi-institusi hukum beserta aparatnya, 
mencakup antara lain kepolisian dengan polisinya, kejaksaan dengan 
                                                          
3 Ibid 
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jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain, kemudian 
Substansi, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas 
hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis termasuk putusan 
pengadilan, dan yang terakhir adalah Kultur hukum, yaitu opini-opini, 
kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, 
cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari penegak hukum maupun dari 
warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan 
dengan hukum. 4 
Keberadaan aturan hukum merupakan suatu hal yang sangat 
penting, karena apabila suatu aturan sudah dibentuk maka anggota 
masyarakat harus mentaatinya dan apabila tidak ditaati disinilah peran 
aparat penegak hukum yang nantinya akan menegakkan aturan apabila 
ada yang melanggar, yang tentunya harus sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Indonesia sendiri menerapkan system hukum civil law, hal ini 
dikarenakan bahwa setiap perilaku hukum yang dilakukan harus sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila ada 
yang melanggar akan dikenakan sanksi. Akan tetapi bukan berarti hukum 
kebiasaan-kebiasaan di masyarakat tidak berlaku, namun hukum tersebut 
diakui selama tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di 
Indonesia. Sehingga apabilan ada hukum adat yang saling berbenturan di 
                                                          
4 Achmad Ali, 2012, Menguak Teori Hukum  (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) 
Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Prenada Media Group, Jakarta, 2009, 
hlm. 204. 
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antara kelompok masyarakat, dapat diselesaikan melalui aturan 
perundang-undangan yang tertulis sehingga tercapai kesatuan hukum. 
Oleh karena itu, setiap aturan tertulis yang dikeluarkan harus 
memiliki sanksi. Karena apabila suatu aturan atau tidak diperkuat dengan 
adanya sanksi maka aturan tersebut daya dan kekuatan yang membuat 
seseorang mau tidak mau harus mengikuti aturan tersebut. Hal ini 
dikarenakan sifat aturan tersebut apabila tidak memiliki sanksi maka 
aturan tersebut akan mudahnya dilanggar dan lambat laun akan 
ditinggalkan oleh masyarakat karena ketiadaan akibat hukum yang 
diberikan bagi sang pelanggar hukum. 
Seiring dengan perkembangan zaman seperti semakin pesatnya 
kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin 
berkembang pula berbagai macam bentuk kejahatan. Sehingga apabila 
suatu hukum tidak mampu mengikuti perkembangan berbagai macam 
bentuk kejahatan maka akan menimbulkan suatu masalah 
ketidakmampuan para penegak hukum dalam memberantas suatu 
kejahatan yang disebabkan oleh tidak adanya atau tidak mampunya 
hukum mengantisipasi berbagai macam modus dari pelaku kejahatan 
dalam menghindari sanksi hukum sehingga akan benar suatu ungkapan 
bahwa hukum akan tertatih-tatih mengikuti perkembangan zaman. 
Salah satu masalah yang hingga saat ini masih sulit diatasi adalah 
masalah kejahatan korupsi. Hal ini sulit diatasi dikarenakan semakin 
beragamnya modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan 
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korupsi. Sehingga hal ini membuat para aparat penegak hukum 
kewalahan dalam menangani masalah tersebut.  
Ditambah lagi karena aturan perundang-undangan yang kita 
gunakan merupakan produk hukum yang dibuat oleh penjajah. Misalnya 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disingkat KUHP kita 
merupakan produk hukum dari Hindia-Belanda yang saat itu menjajah 
Indonesia. Sehingga dengan adanya asas konkordansi, yaitu hukum yang 
berlaku di negeri penjajah berlaku pula di negeri jajahan sehingga 
Indonesia yang pada saat itu sebagai negeri jajahan mau tudak mau 
harus mengikuti hukum Belanda. Dan pada saat ini hukum tersebut masih 
tetap berlaku untuk menghidari kekosongan hukum. 
Penerapan hukum tersebut membuat aturan tersebut akan 
kewalahan apabila diperhadapkan dengan berbagai modus kejahatan 
dengan keahlian tingkat tinggi khususnya apabila kejahatan tersebut 
merupakan kejahatan transnasional dan berhubungan dengan teknologi 
mengingat perkembangan teknologi sekarang yang membuka peluang 
akan terjadinya kejahatan korupsi dengan modus yang baru. Sehingga 
apabila tidak didukung dengan peraturan yang sesuai maka para aparat 
penegak hukum pun akan kewalahan mengatasi masalah korupsi 
tersebut. 
Hal ini diperparah bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana 
korupsi ternyata kebanyakan berasal dari institusi-institusi pemerintahan 
yang harusnya memberikan teladan dan bertindak sebagai penegak 
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hukum dan pelindung masyarakat. Sehingga diperlukan suatu langkah 
yang tepat dalam mengatasi masalah tersebut. 
Kasus-kasus korupsi sulit diungkapkan karena pelakunya 
menggunakan peralatan yang cangging serta biasanya dilakukan oleh 
lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisasi. 
Oleh karena itu kejahatan ini sering disebut white collar crime atau 
kejahatan kerah putih.5 
Salah satu penyebab gagalnya reformasi hukum di Indonesia 
belum berhasil, antara lain disebabkan masih maraknya kejahatan 
korupsi. Persoalan korupsi di Indonesia merupakan salah satu persoalan 
yang rumit. Hampir semua lini kehidupan masyarakat sudah terjangkit 
wabah korupsi, korupsi telah menyebar luas dengan jumlah dari tahun ke 
tahun semakin meningkat serta modus operandi yang makin beragam.6 
 SIkap galak penegak hukum tidak cukup kuat untuk menahan laju 
korupsi, Korupsi seolah-olah telah menjadi budaya. Selain itu masyarakat 
sudah mulai tidak mempercayai keseriusan pemerintah untuk 
memberantas korupsi. Persoalan penyelesaian korupsi harus benar-benar 
menjadi prioritas pemerintah, sebab kasus korupsiberhubungan dengan 
basic economic and economic life of the nation.7 
Mengingat semakin maraknya kejahatan korupsi, diperlukan 
langkah dan tindakan yang tegas dari para aparat penegak hukum untuk 
                                                          
5 Evi Hartanti, 2014, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.2. 
6 Edi Setiadi dan Rena Julia, 2010, Hukum Pidana Ekonomi, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm, 89. 
7 Ibid 
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mencegah dan memberantas berbagai praktik kejahatan korupsi yang 
apabila tidak diselesaikan maka akan menyebabkan kejahatan tersebut 
menjadi semakin mengakar kuat di masyarakat dan akhirnya menjadi 
budaya yang lazim. 
Perkembangan berbagai modus kejahatan korupsi akan 
mempengaruhi berbagai aspek kehidupan dari masyarakat, sehingga 
masyarakat dipengaruhi dan diarahkan untuk mengikuti gaya hidup yang 
diterapkan oleh para koruptor. Mengingat korupsi merupakan salah satu 
cara yang instan untuk memperkaya diri sendiri sehingga dapat memenuhi  
berbagai macam kebutuhan hidup. 
 Ketika kejahatan tersebut terus-menerus dibiarkan maka akan 
mengakibatkan sebuah bentuk tindakan bahwa korupsi merupakan suatu 
yang lazim dan merupakan budaya yang berkembang di Indonesia 
sehingga tidak mungkin diatasi apalagi dihilangkan 
Korupsi di negara Indonesia sudah dalam tingkat kejahatan korupsi 
politik. Kondisi Indonesia yang terserang kanker politik dan ekonomi 
sudah dalam stadium kritis. Kanker ganas korupsi terus menggerogoti 
saraf vital dalam tubuh Negara Indonesia, sehingga terjadi krisis 
institusional. Korupsi politik dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan 
politik, atau oleh orang konglomerat yang melakukan hubungan 
transaksional kolutif dengan pemegang kekuasaan. Dengan demikian, 
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praktik kejahatan luar biasa berupa kejahatan kekuasaan ini berlangsung 
secara sistematis.8 
Para pelaku tindak pidana korupsi terkesan seolah-olah tidak 
memedulikan, atau mengabaikan ketentuan-ketentuan hukum pidana 
yang telah didesain sedemikian rupa dengan ancaman pidana yang 
sangat berat, yakni ancaman pidana mati. Sekalipun demikian, ternyata itu 
saja belum cukup efektif berfungsi mengurungkan niat dan meredam 
nafsu serakah para koruptor untuk “menggerogoti” kekayaan Negara dan 
masyarakat. Apalagi dalam konteks budaya hukum belum ditempatkan 
secara professional, sehingga mengakibatkan hukum sering dikalahkan 
oleh aspek-aspek lain di luar hukum itu sendiri.Kondisi seperti itu 
membawa konsekuensi munculnya penilaian yang tidak menguntungkan 
terhadap hukum dan system peradilan pidana. Ketidakmampuan system 
peradilan pidana menghadapkan para pelaku tindak pidana korupsi ke 
pengadilan untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana dapat dilihat 
sebagai suatu permasalahan dalam pengimplementasian undang-undang 
korupsi.9 
 Salah satu unsur yang dapat menentukan terjadinya suatu tindak 
pidana korusi ialah adanya suatu perbuatan yang menyebabkan “kerugian 
Negara”. Namun sebelum menentukan adanya kerugian keuangan 
                                                          
8 Evi hartanti, op.cit, hlm. 3 
9 H.Elwi Danil, 2014, Korupsi, Tidank Pidana, dan Pemberantasannya, PT. Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, hlm. 75. 
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Negara, tentunya terlebih dahulu perlu ada kejelasan secara yuridis 
mengenai pengertian keuangan negara.10 
 Hingga saat ini, belum ada definisi yang pasti mengenai pengertian 
keuangan negara. Tidak adanya sinkronisasi perundang-undangan di 
Indonesia ini menyebabkan definisi atau pengertian “keuangan negara” 
menjadi saling tumpang tindih. Hal ini berimplikasi semakin terbukanya 
peluang penafsiran terhadap suatu perbuatan yang dianggap melawan 
hukum, sehingga menjadi penyebab ketidakpastian hukum.11 
 Untuk konkritnya, Pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2003  tentang 
Keuangan Negara yang mendefinisikan keuangan negara adalah segala 
hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala 
sesuatu baik barupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan 
milik negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 
Sedangkan pasal 1 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN 
menyatakan : Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat 
BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya 
dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara. Pemahaman terhadap 
pasal ini adalah pada saat ditentukan rumusan “kekayaan negara yang 
dipisahkan”, maka kekayaan tersebut bukan lagi masuk di ranah hukum 
public tetapi masuk di ranah hukum privat.12 
                                                          
10 Juniver Girsang, 2012, Abuse Of PowerPenyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum 
Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi, JG Publishing, Jakarta, hlm. 181. 
11 Ibid, hlm. 181. 
12 Ibid, hlm. 182. 
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Paparan diatas menunjukkan tidak adanya keseragaman mengenai 
pengertian keuangan negara di antara UU BUMN, UU Kuangan Negara 
dan UU PTPK dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, memiliki 
implikasi yuridis dan terbukanya ruang penafsiran suatu perbuatan yang 
dianggap melawan hukum dalam hal kerugian negara, yang pada 
akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum.13 
Ketidakpastian hukum ini tentunya termasuk andil DPR, disamping 
pemerintah, yang tidak memahami seutuhnya istilah hukum positif. Sebab, 
dalam hukum positif itu tidak boleh multitafsir, tidak bermakna ganda tapi 
harus bermakna positif. Bila pembentuk undang-undang membuat produk 
hukum yang bermakna ganda, berarti ia telah gagal menjalankan 
fungsinya.14 
Dengan adanya saling tumpang tindih antara setiap aturan tersebut 
tentunya akan menyulitkan apabila kita ingin melakukan kategorisasi dari 
jenis perbuatan. Apakah perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai 
perbuatan hukum pubilk atau dikategorikan sebagai perbuatan hukum 
privat.  
Setiap sistem hukum selalu mengenal pembagian, hanya saja 
pembagian itu selalu dilihat dari berbagai sudut. Pembagian yang 
konvensional, yang paling banyak diterima orang sementara ini adalah, 
                                                          
13 Ibid, hlm. 184 
14 Ibid.  
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hukum publik dan hukum privat.15 Hukum privat dapat berupa hukum 
perdata sedangkan hukum publik dapat berupa hukum pidana 
 Walaupun di dalam kenyataannya memang ada beberapa ahli 
hukum isinya yang memasukkan hukum acara perdata sebagai bagian 
hukum publik. Tetapi seandainya kita mau keluar dari pembagian hukum 
public dan hukum privat, maka penulis cenderung menempatkan hukum 
acara perdata dalam bidang “hukum peradilan”.16 
Achmad Ali cenderung untuk membuat suatu bidang hukum baru, 
yang disebut “hukum peradilan” yang mencakupi hukum acara perdata, 
hukum acara pidana dan hukum acara lainnya. Sebab, menurut 
pandangan Achmad Ali pembagian atas public dan privat dewasa ini sulit 
untuk dipertahankan, mengingat batasan antara kepentingan umum dan 
kepentingan perorangan sudah sulit dipisahkan secara tegas. Apalagi 
dengan munculnya bidang-bidang hukum baru, seperti hukum lingkungan 
hidup, hukum ruang angkasa, dan sebagainya17 
 Salah satu aspek hukum yang agak sulit dibedakan adalah antara 
kasus gratifikasi dengan pemberian hibah. Gratifikasi merupakan salah 
satu bagian dari Tindak Pidana Korupsi yang merupakan bagian dari 
hukum pidana sedangkan hibah merupakan bagian dari ranah hukum 
perdata. 
                                                          
15 Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2013, Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata, Kencana 
Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 2. 
16Ibid, hlm. 3.  
17 Ibid. 
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 Sehingga banyak koruptor yang melakukan Tindak Pidana Korupsi 
dengan mengatasnamakan bahwa pemberian tersebut adalah pemberian 
hibah. Hal ini membuat para aparat penegak hukum agak kesulitan dalam 
menjerat para koruptor karena tidak ditemukannya uang negara yang 
diselewengkan karena pemberiannya berupa pemberian secara hibah 
yang merupakan bagian dari hukum perdata sehingga tidak dapat dijerat 
dengan hukuman pidana. 
Misalnya saat Menter Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddi Chrisnandi mengingatkan kepada 
semua pegawai negeri sipil (PNS) soal larangan menerima hadiah atau 
pemberian hadiah atau pemberian dalam bentuk parsel atau lainnya 
dengan perayaan Idul Fitri.18 Atau ketika Presiden Joko Widodo dilarang 
menerima amplop yang berisi uang oleh KPK pada pesta pernikahan 
anaknya karena dianggap sebagai gratifikasi. 
 Padahal apabila kita mau mengkaji lebih mendalam, akan sangat 
sulit untuk menentukan perbuatan hukum dari suatu Aparatur Sipil 
Negara. Apakah perbuatan tersebut digolongkan sebagai perbuatan 
individu atau pribadi atau perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang 
merupakan bagian dari tugas jabatannya.  
Maka dari itu, penentuan antara suatu perbuatan hukum berupa 
tindakan pemberian gratifikasi yang merupakan perbuatan Tindak Pidana 
Korupsi dengan pemberian hibah sangat penting. Mengingat para pejabat 
                                                          
18http://nasional.kompas.com/read/2016/06/22/16081401/parsel.lebaran.masuk.kategori.gratifi
kasi.pns.dilarang.menerimanya, htm 
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publik apabila menerima suatu pemberian dari siapa pun dapat langsung 
diketahui apakah pemberian tersebut berupa pemberian dengan cara 
hibah atau pemberian tersebut berupa pemberian gratifikasi oleh suatu 
pihak kepada pejabat pemerintahan. 
Dengan adanya pembedaan yang jelas maka para aparat penegak 
hukum akan lebih cepat mengantisipasi dan menangani suatu perkara 
apabila terjadi suatu kejahatan tindak pidana korupsi khususnya yang 
berkenaan dengan gratifikasi. Sehingga terdapat suatu penentuan yang 
jelas mengenai suatu perbuatan hukum. Apakah perbuatan tersebut 
dikategorikan sebagai bentuk gratifikasi yang pelakunya dapat dijerat 
dengan undang-undang tindak pidana korupsi ataukah perbuatan tersebut 
berupa pemberian hibah yang tidak dapat dijerat dengan ketentuan pidana 
melainkan hanya dapat dijerat dengan ketentuan hukum perdata apabila 
dalam pemberian hibah tersebut tidak sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
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B. Rumusan Masalah  
 Berdasarkan latar belakang dan kasus yang telah dipaparkan di 
atas maka rumusan masalah yang dapat diteliti adalah : 
1. Bagaimanakah cara menentukan suatu Gratifikasi dan 
Perbedannya dengan Hibah ? 
2. Bagaimanakah peraturan perundang-undangan mengatur tentang 
gratifikasi melalui hibah ? 
 
 
C. Tujuan Penelitian 
 Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah : 
1. Untuk mengetahui cara menentukan suatu gratifikasi dan 
perbedannya dengan hibah 
2. Untuk mengetahui peraturan perundang-undangan mengatur 
tentang gratifikasi melalui hibah 
 
 
D. Manfaat Penelitian 
 Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 
1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan bahan 
referensi dan menambah wawasan intelektual dalam 
pengembangan ilmu hukum khususnya bagi para calon penegak 
hukum mengenai permasalahan Tindak Pidana Korupsi. 
15 
 
2. Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan 
masukan kepada semua pihak termasuk aparat penegak hukum 
dan kalangan akademisi serta masyarakat yang memiliki perhatian 
serius dalam bidang hukum Pidana. 
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BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Tindak Pidana Korupsi 
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi 
Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut “korupsi” (dari bahasa Latin: 
corruption= penyuapan; corruptore = merusak) gejala dimana para 
pejabat, badan-badan Negara menyalahgunakan wewenang dengan 
terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.19 
Secara harfiah jorupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan 
merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan akan 
menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-
segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau 
aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena 
pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau 
golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya.20 
Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers, 
menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang 
menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi 
di bidang ekonomi, dan menyangkut bidang kepentingan umum. 
Kesimpulan ini diambil dari definisi yang dikemukakan antara lain 
berbunyi, financial manipulations and deliction injurious to the economy 
                                                          
19 Evi Hartanti, Op.cit. hlm.8. 
20 Ibid, hlm.9 
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are often labeled corrupt (manipulasi dan keputusan mengenai keuangan 
yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan perbuatan 
korupsi). Selanjutnya ia menjelaskan. Selanjutya ia menjelaskan thr term 
is often applied also to midjudgements by officials in the public economies 
(istilah ini sering juga terhadap kesalahan ketetapan oleh pejabat yang 
menyangkut bidang perekonomian umum.21 
Definisi tentang korupsi dapat dipandang dari berbagai 
aspek,bergantung pada disiplin ilmu yang dipergunakan sebagaimana 
dikemukakan oleh Benveniste dalam Suyatno, korupsi didefinisikan 4 
jenis yaitu :22 
a. Discretionary corruption, ialah korupsi yang dilakukan 
karena adanya kebebasan dalam menentukan 
kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah 
praktek-praktek yang diterima oleh para anggota organisasi. 
b. Ilegal corruption, ialah suatu jenis tindakan yang 
bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud 
hukum, peraturan dan regulasi tertentu. 
c. Mercenary corruption, ialah jenis tindak pidana korupsi 
yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, 
melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. 
                                                          
21 Ibid, hlm. 9. 
22 Ermansjah Djaja, 2010, Tipologi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Tujuh Tipe Tindak Pidana 
Korupsi Berdasarkan UU RI No.31 Tahun 1999 Jo. No. 20 Tahun 2001, CV. Mandar Maju, 
Bandung, hlm. 20. 
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d. Ideological corruption, ialah jenis korupsi illegal maupun 
discretionary yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan 
kelompok.23 
Ketentuan mengenai hukum pidana dapat diklasifikasikan menjadi 
dua kelompok, yaitu hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus. 
Hukum Pidana umum merupakan ketentuan hukum yang terdapat atau 
dikodifikasikan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
sedangkan Hukum Pidana Khusus merupakan ketentuan hukum pidana 
yang berada di luar ketentuan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
atau berada di luar kodifikasi. Sehingga setiap delik yang tidak berada di 
dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak digunakan 
apabila ada ketentuan yang lebih khusus yang mengatur suatu perbuatan 
sehingga dapat dikenakan delik pidana.,  
Keberadaan tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia 
sebenarnya sudah ada sejak lama, yaitu sejak berlakunya Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrehct) 1 Januari 1918, Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht) sebagai suatu 
dengan asas konkordansi dan diundangkan dalam Staatblad 1915 Nomor 
752 tanggal 15 Oktober 1915.24 
Peraturan yang digunakan saat ini berkenaan dengan korupsi 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 
                                                          
23 Ibid, hlm.20-23. 
24 Ibid, hlm.32 
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Pemberantasan Tindak Pidana korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999 Tentang Pemberatntasan Tindak Pidana Korupsi.  
Sehingga dengan adanya peraturan tersebut akan lebih 
memudahkan para aparat penegak hukum untuk melakukan 
pemberantasan bagi para pelaku yang melakukan kejahatan Tindak 
Pidana Korupsi dan kerugian negara pun dapat diminimalisir dan 
menekan hilangnya sejumlah uang negara yang disalahgunakan oleh para 
oknum pejabat negara. 
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi 
Tindak pidana korupsi sering berkaitan dengan masalah tentang 
perekonomian negara karena yang sering disalahgunakan oleh para 
koruptor  adalah keuangan negara sehingga penyalahgunaan kekuasaan 
sangat marak terjadi. Apalagi berkenaan dengan masalah proyek-proyek 
perusahaan yang memerlukan izin dari pejabat yang memiliki wewenang 
memberikan izin. 
Beberapa jenis tindak pidana korupsi yang sering dijadikan modus 
oleh para koruptor dalam menjalankan aksinya dapat dikategorikan ke 
dalam beberapa aspek kejahatan yang berkenaan dengan masalah bisnis 
dan penyalahgunaan kekuasaan yaitu: 
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a. White Collar Crime 
Istilah “white collar crime” sering diterjemahkan ke 
dalam bahasa Indonesia sebagai “kejahatan kerah putih” 
ataupun “kejahatan berdasi”. “White collar crime” ini pertama 
kali dikemukakan dan dikembangkan oleh seorang kriminolog 
Amerika Serikat yang bernama Edwin Hardin Sutherland 
(1883 – 1950) di awal decade 1940-an, yang dikemukakan 
dalam suatu pidato dari Sutherland yang selalu dikenang dan 
saat itulah pertama kali muncul konsep white collar crime, 
yaitu pidatonya tanggal 27 Desember 1939 pada The 
American Sociological Society di Philadelphia dalam tahun 
1939 (J.E. Sahetapy, 1994: 1).25 
 Dari istilah di atas dapat dikatakan bahwa kejahatan 
kerah putih merupakan suatu bentuk kejahatan yang 
dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kapasitas 
sebagai pemegang kebijakan yang strategis sehingga dapat 
dijadikan sebagai alat tawar-menawar kepentingan. 
 Selain itu lebih parahnya lagi kejahatan ini sering 
dijumpai bahwa pelakunya dapat dikatakan mempunyai 
pendidikan yang tinggi, sehingga  membuat para aparat 
penegak hukum menjadi agak segan untuk menindak pelaku 
karena status sosial dan juga jabatan diemban pelakunya. 
                                                          
25 Munir Fuady, 2004, Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Kerah Putih, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 
hlm. 1. 
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b. Kejahatan Korporat 
Dewasa ini, dalam ilmu hukum pidana telah diterima, 
baik di kalangan akademisi maupun di kalangan praktisi, 
suatu kejahatan khusus yang melibatkan perusahaan yang 
disebut dengan corporate crime (kejahatan korporat). 
Kadang-kadang untuk kejahatan korporat ini disebut juga 
dengan istilah “kejahatan korporasi” atau “kejahatan 
organisasi” (organizational crime). Kejahatan organisasi 
(organizational crime) harus dibedakan dengan “kejahatan 
teorganisisr” (organized crime), karena dengan organized 
crime yang dimaksudkan adalah kejahatan yang terorganisir, 
yaitu kejahatan yang mempunyai sindikat kejahatan, seperti 
yang dilakukan oleh para mafia.26 
Hal ini diperkuat dengan adanya pepatah latin yang 
menyebutkan Universitas Delinquere Nonprotest (Badan 
Hukum Tidak Dapat Dipidana). Sehingga mempertegas 
bahwa suatu perbuatan pidana tidak dapat dilekatkan 
kepada korporasi. 
 Salah satu masalah yang ditemui dalam menjerat 
korporasi yang nakal adalah mengenai mekanisme sanksi 
yang dapat diterapkan terhadap korporasi yang melakukan 
tindak kejahatan. Pemberian sanksi merupakan kesulitan 
                                                          
26 Ibid, hlm. 27. 
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yang ditemui oleh para aparat penegak hukum dalam 
memberikan efek jera pada korporasi yang melanggar. Hal 
ini dikarenakan ketentuan pidana yang sangat terbatas 
dalam untuk dapat menghukum korporasi. Misalnya pada 
pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada 
ketentuan pidana pokoknya hanya menyebutkan beberapa 
jenis pidana yang dapat diterapkan seperti: pidana mati, 
pidana penjara, pidana kurungan serta pidana denda.  
Muladi mengemukakan bahwa pidana penjara, pidana 
mati tidak dapat dijatuhkan dan dikenakan pada korporasi. 
Sanksi yang dapat dijatuhkan pada korporasi adalah :27 
a. Pidana denda. 
b. Pidana tambahan berupa pengumuman putusan 
pengadian. 
c. Pidana tambahan berupa penutupan seluruhnya 
atau sebagian perusahaan, tindakan administratif 
berupa pencabutan seluruhnya atau seluruhnya 
atau sebagian fasilitas tertentu yang telah atau 
dapat diperoleh perusahaan dan tindakan tata 
tertib berupa penempatan perusahaan dibawah 
pengampuan yang berwajib. 
                                                          
27 Muladi dan Dwidja Priyatno, 2013, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Kencana Prenada 
Media Group, Jakarta, hlm. 162. 
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d. Sanksi perdata (ganti kerugian). 
Andi Hamzah, sehubungan dengan sanksi yang dapat 
dikenakan terhadap korporasi menyatakan : 
 “Untuk sekarang ini terbuka kemungkinan untuk menuntut 
perdata kepada korporasi yang merusak lingkungan hidup. 
Begitu pula tindakan administratif seperti pencabutan izin, 
lisensi, dan sebagainya oleh pemerintah daerah. Patut pula 
diingat bahwa korporasi itu tidak mungkin dipidana badan, 
oleh karena itu jika ditentukan bahwa delik-delik tertentu 
dapat dilakukan oleh korporasi, harus delik itu diancam 
dengan pidana alternative berupa pidana denda. Apabila 
korporasi dapat dipertanggungjawabkan untuk seluruh 
macam delik, maka seluruh rumusan delik di dalam KUHP 
harus ada ancaman pidana alternative denda sebagaimana 
halnya dengan W.v.S. Belanda sekarang ini.28 
c. Kejahatan Terorganisir (Orgnanized Crime) 
Kejahatan Terorganisir atau yang disebut dengan organized 
crime sering dogolongkan ke dalam salah satu bentuk white 
collar crime. Kejahatan terorganisisr adalah suatu jenis 
kejahatan kerah putih yang dilakukan oleh para mafia dalam 
suatu jaringan yang teorganisir rapi dalam suatu organisasi 
bawah tanah, baik dia mafia preman maupun mafia intelek 
                                                          
28 Ibid, hlm.159. 
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(nonpreman), dengan melakukan berbagai jenis kejahatan 
dengan tujuan akhir adalah mencari uang, baik dilakukan 
dengan bisnis gelap, setengah gelap, atau bisnis terang-
terangan, dimana dalam menjalankan pekerjaannya tersebut 
dapat berbuat sadis, seperti membunuh, mengancam, 
membajak, melakukan pengeboman, dan membakar rumah 
atau pasar, meskipun ada jaringan mafia, terutama mafia 
nonpreman, yang dalam menjalankan tugasnya tidak pernah 
berlaku kasar sama sekali.29 
 Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa 
kejahatan terorganisir dilakukan oleh dua kelompok, yaitu 
kelompok preman dan kelompok nonpreman. Kelompok 
preman cenderung menggunakan kekerasan dalam 
menjalankan aksinya sedangkan kelompok nonpreman tidak 
menggunakan kekerasan dalam menjalankan aksinya, akan 
tetapi menggunakan strategi dan perencanaan yang matang 
agar kejahatan yang dilakukan tidak diketahui oleh aparat 
penegak hukum. Kalaupun perbuatannya terdeteksi maka 
pelaku utamanya tidak dapat diketahui karena modus 
kejahatan yang dilakukan sangat tersembunyi. 
 Contoh kejahatan terorganisir yang dilakukan oleh 
mafia preman adalah perdagangan obat bius, perdagangan 
                                                          
29 Munir Fuady, op.cit., hlm. 41. 
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senjata api secara gelap, pem-backing-an perjudian, gedung 
bioskop, rumah pelacuran dan tempat-tempat hiburan, jasa 
penagihan piutang secara sadis, pembunuh bayaran, mafia 
perparkiran kendaraan bermotor, mafia keamanan pertokoan 
dan pasar tradisional, mafia pendemo bayaran, dan lain-
lain.30 
 Sedangkan contoh dari kejahatan teroganisir yang 
dilakukan oleh mafia nonpreman adalah mafia peradilan, 
kejaksaan, kepolisian dan pengacara/calo perkara, mafia 
tanah, mafia pemalsu dokumen seperti kartu kredit dan surat 
milik kendaraan bermotor hasil kejahatan, mafia pembobolan 
bank, mafia pencucian uang (money laundering), dan lain-
lain.31 
 
d. Money Laundering 
Istilah money laundering ini dalam bahasa Indonesia 
sering juga diterjemahkan dengan istilah “pemutihan uang” 
atau “pencucian uang”. Hal ini adalah terjemahan yang wajar 
mengingat kata launder dalam bahasa inggris sendiri berarti 
“mencuci”. Oleh karena itu, sehari-hari dikenal kata “laundry” 
yang berarti cucian. Uang yang diputihkan atau yang dicuci 
                                                          
30 Ibid, hlm. 42 
31 Ibid. 
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tersebut adalah uang dari hasil kejahatan, misalnya uang 
hasil jual beli narkotika atau hasil korupsi, sehingga 
diharapkan setelah pemutihan atau pencucian tersebut, 
uang tadi tidak terdeteksi lagi sebagai uang hasil kejahatan 
dan telah dan telah menjadi uang seperti uang-uang bersih 
lainnya. Untuk itu, yang utama dilakukan dalam kegiatan 
money laundering adalah menghilangkan atau 
menghapuskan jejak dan asal-usul uang tersebut.32 
Masalah penegakan hukum terhadap tindak pidana 
pencucian uang (TPPU) jelas bukan masalah hukum dan 
penegakan hukum semata-mata melainkan juga merupakan 
masalah yang berkaitan langsung dan berdampak terhadap 
masalah keuangan dan perbankan nasional termasuk 
masalah investasi nasional. Penegakan hukum terhadap 
TPPU memiliki efek signifikan terhadap kondisi 
perekonomian nasional di Indonesia yang sampai saat ini 
sangat labil dan bersifat fluktuatif. Di sisi lain, sarana hukum 
yang berhubungan dengan masalah keuangan dan 
perbankan serta pasar modal telah diatur dalam peraturan 
perundang-undangan khusus diperkuat oleh ketentuan 
mengenai sanksi, meliputi sanksi administratif, sanksi 
keperdataan sampai pada sanksi keperdataan sampai pada 
                                                          
32 Ibid, hlm. 83. 
27 
 
sanksi pidana. Peraturan perundang-undangan pidana 
tersebut termasuk “lex specialis systematic”.33 
e. Kejahatan Perbankan 
Urusan dengan bank identik dengan berurusan 
dengan uang. Karena itu, tidak mengherankan jika bank 
selalu diincar oleh para penjahat yang tergiur dengan uang 
tersebut, tetapi tanpa mau berusaha untuk mendapatkannya 
secara halal dan wajar. Di sepanjang sejarah sejak saat 
manusia mengenal system perbankan, sejak saat itu pula 
kejahatan perbankan terus berkembang mengikuti 
perkembangan kecanggihan dunia perbankan itu sendiri.34 
Tindak pidana perbankan atau disebut juga dengan 
kejahatan perbankan (banking crime) adalah suatu jenis 
kejahatan yang secara melawan hukum pidana dilakukan, 
baik dengan sengaja maupun tidak disengaja, yang 
hubungannya dengan lembaga, perangkat, dan produk 
perbankan, hingga menimbulkan kerugian materil dan atau 
immaterial bagi perbankan itu sendiri maupun bagi nasabah 
atau pihak ketiga lainnya.35 
                                                          
33 Romli Atmasasmita, 2013, Buku 1 Kapita Selekta Kejahatan Bisnis Dan Hukum Pidana, PT. 
Fikahati Aneska, Jakarta, hlm. 66. 
34 Munir Fuady, op.cit. hlm. 73. 
35 Ibid, hlm. 74. 
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Aktivitas perbankan berpedoman pada kepercayaan 
(trust) sedangkan korupsi berpedoman pada 
ketidakpercayaan atau prasangka (buruk). Namun jika kedua 
aktivitas tersebut dilihat dari perspektif kontekstual dan 
relevansi tujuan membangun sistem pemerintahan yang baik 
dan berwibawa (good governance) seharusnya tidak perlu 
dipersoalkan lagi karena kedua konsep berpikir tersebut lahir 
dari kepentingan pemegang kekuasaan.36 
Masalah lain dalam kaitan dengan aktivitas perbankan 
terkait korupsi, bahwa sejalan dengan prinsip kehati-hatian 
yang dianut sistem perbankan di Indonesia, ketentuan 
mengenai rahasia bank (bank’s secrecy) merupakan 
ketentuan strategis kecuali dalam hal tertentu. Berlakunya 
kekecualian yang diperluas terhadap ketentuan mengenai 
rahasia bank praktis ketentuan tersebut tidak lagi efektif 
melindungi hak privasi nasabah, sekalipun kekecualian 
terhadap rahasia bank merupakan mandate konvensi 
internasional.37 
Menurut prinsip ini, setiap negara mempunyai 
yurisdiksi untuk mengadili tindak kejahatan tertentu. Prinsip 
ini diterima secara umum karena tindak kejahatan tersebut 
                                                          
36 Romli Atmasasmita, op.cit, hlm. 147 
37 Ibid, hlm. 151 
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dianggap sebagai tindakan yang mengancam masyarakat 
internasional secara keseluruhan. 
 Melihat pada perkembangan kejahatan perbankan 
yang begitu pesat dengan modus operandi yang terus 
berkembang pula, maka penegakan hukum (law 
enforcement) terhadap bidang ini mestilah diperhatikan 
dengan sungguh-sungguh. Disamping itu, agar pencegahan 
dan penanggulangan kejahatan perbankan dapat diatasi 
dengan baik, perlu diperbaiki dan disempurnakan aturan 
main yang ada, baik aturan perbankan, aturan pidana, 
maupun aturan yang berkenaan dengan profesi bankir. Di 
samping itu , kualitas dan moral dari para penegak hukum 
perlu segera diperbaiki di samping perlu juga secara terus 
menerus perbaikan moral dari para bankir itu sendiri, sebab 
sebagian besar dari kejahatan perbankan dilakukan dengan 
melibatkan orang dalam bank itu sendiri.38 
 
 Dari uraian di atas kejahatan korupsi sering terjadi pada lembaga 
dan instansi pemerintahan sehingga dapat mempengaruhi jalannya roda 
pemerintahan. Selain itu modus kejahatan korupsi yang bervariasi juga 
mempengaruhi pertumbuhan perekonomian negara sehingga berbagai 
program pembangunan yang direncanakan pemerintah dalam anggaran 
                                                          
38 Munir Fuady, op.cit., hlm. 82. 
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perencanaan belanja negara (APBN) menjadi terhambat disebabkan uang 
negara yang sering disalahgunakan, banyaknya pejabat yang tersandung 
kasus korupsi juga semakin menambah daftar kerugian negara yang 
timbul dari tingkah laku para pejabat tersebut. 
 Sehingga banyak instansi pemerintahan yang harus membenahi 
kondisi internal dari instansi mereka, karana apabila hal ini tidak segera 
dibenahi maka akan semakin menambah daftar para koruptor yang dijerat 
dengan pidana korupsi. Karena mustahil menjalankan roda pemerintahan 
apabila kondisi internal instansinya saja bermasalah. 
 Aparat penegak hukum pun harus lebih berani dan tidak pandang 
bulu dalam menindak para oknum pejabat pemerintahan yang 
menyalahgunakan wewenangnya, terutama para pejabat yang memiliki 
kedudukan yang strategis di pemerintahan sehingga membuat aparat 
penegak hukum berpikir dua kali untuk menindak perilaku menyimpang 
dari para pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Hal ini 
perlu diperhatikan agar dalam menjalankan tugasnya baik itu kepolisian, 
kejaksaan maupun KPK tidak diintervensi apabila melakukan suatu 
penindakan terhadap  tindak tidana korupsi yang sangat meresahkan.  
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B. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi 
1. Tindak Pidana Korupsi Dalam KUHP 
Jika kita tinjau sejarah perundang-undangan pidana korupsi, 
bagaimanapun juga perlu kita menengok jauh ke belakang yaitu kepada 
Kitab Undang-Undang Hukum Pudana ( Wetboek van Strafrecht) yang 
berlaku sejak 1 Januari 1918.39 
Selain daripada hukum pidana kita telah dikodifikasi maka bagian 
hukum ini juga telah diunifikasi, yaitu berlaku bagi semua golongan rakyat, 
sehingga tidak ada dualisme lagi seperti dalam hukum perdata, di mana 
bagi golongan rakyat Bumiputera berlaku hukum yang lain daripada yang 
berlaku bagi golongan Eropa40. 
Meskipun telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi Indonesia, 
antara lain dengan menyisipkan pasal-pasal tertentu yang dipandang 
sesuai dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat Indonesia sendiri, 
unifikasi ini ditentang oleh banyak sarjana hukum Belanda sendiri.41 
Pernyataan bahwa hukum pidana yang berlaku sekarang ini telah 
dikodifikasi dan diunifikasi, sesengguhnya adalah kurang tepat, sebab 
belum begitu lama berselang; untuk beberapa daerah di luar Jawa dahulu 
masih ada pengadilan-pengadilan adat dan pengadilan swapraja yang 
                                                          
39 Andi Hamzah, 2005, Pemberntasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional, PT. 
RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 33 
40 Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta,  hlm. 18 
41 Andi Hamzah, op.cit., hlm 34 
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untuk mereka yang yustisiabel kepada pengadilan tersebut antara lain 
juga masih berlaku hukum adat.42  
Hal yang menentang kodifikasi umumnya dari kalangan sarjana 
hukum adat seperti ter Haar yang menghendaki agar kepada orang bukan 
Eropa (orang Indonesia) diberikan suatu (kodifikasi tersendiri).43 
Maka, tidaklah ada adat-kebiasaan atau gewoonterecht dalam 
rangkaian hukum pidana. Ini resminya menurut pasal 1 KUHP, tetapi 
tampaknya di desa-desa daerah pedalaman di Indonesia masih terdapat 
beberapa peraturan kepidanaan yang berdasar atas adat-kebiasaan dan 
secara konkret mungkin sekali berpengaruh dalam menafsirkan pasal-
pasal dari KUHP.44 
Dahulu,di beberapa daerah masih ada apa yang dinamakan 
peradilan adat (inheemsche rechstpraak) yang dijalankan oleh penguasa-
penguasa di daerah yang masih melakukan “hukum pidana adat” ini. 
Pengadilan adat ini mempunyai macam-macam nama, misalnya di 
Palembang rapat, di Bali rad-kerta, di Lombok rad-sasak, dan di Gorontalo 
Majelis.45 
Andi Hamzah memaparkan penafsiran sosiologis terhadap KUHP 
(W.v.S) dari dahulu sampai kini bahkan juga terhadap delik korupsi untuk 
                                                          
42 Moeljatno, Loc..cit.. 
43 Andi Hamzah, Loc.cit. 
44 Wirjono Prodjodikoro, 2014, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, PT. Refika Aditama, 
Bandung, hlm. 5. 
45 Ibid. 
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menunjukkan bahwa terbuka jalan lapang untuk menerapkan hukum 
pidana yang sesuai dan selaras dengan tata hidup masyarakat Indonesia 
walaupun KUHP yang kita miliki sekarang sudah tua dan sering diberi 
merek kolonial itu.46 
Hal ini berlaku pula terhadap delik korupsi, baik yang berasal dari 
KUHP, maupun dari perumusan sendiri yang kurang jelas redaksinya. 
47Berbagai macam peraturan telah dibuat dalam upaya penangulangan 
pidana korupsi terutama sebelum berlakunya Undang-Undang No.3 
Tahun 1971 terutama rumusan yang terdapat di dalam KUHP yang 
mengatur berbagai macam perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai 
perbuatan tindak pidana korupsi. 
Penanggulangan perbuatan korupsi yang menyangkut orang yang 
mempunyai kekuasaan kenegaraan dalam tatahukum Hindia Belanda 
sudah ada, ialah dalam Wetboek van Strafrecht disamping adanya 
peraturan-peraturan dalam bidang administrasi/ keuangan.48 
Peerincian delik-delik korupsi yang berasal dari KUHP telah disebut 
dalam Bab I pendahuluan. Semua merupakan kejahatan biasa, artinya 
bukan kejahatan ringan atau pelanggaran sebagaimana dikenal dalam 
hukum pidana kita. Begitu pula dalam Code Penal,  delik jabatan seperti 
yang termasuk ke dalam buku tentang kejahatan biasa dan kejahatan 
                                                          
46 Andi Hamzah, op.cit., hlm. 36. 
47 Ibid. 
48 Sudarto, 2007, Hukum dan Hukum Pidana, PT. Alumni, Bandung, hlm. 116. 
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ringan dipisahkan dalam buku yang berlainan menurut sistematika Code 
Penal tersebut.49 
Dalam Wetboek van Strafrecht terdapat ketentuan-ketentusn yang 
mengancam dengan pidana orang-orang yang melakukan delik jabatan 
(Bab XXVIII), pada khususnya delik-delik yang dilakukan oleh pejabat 
(ambtenaar) yang bersangkut-paut dengan korupsi, ialah :50 
a. Penggelapan (pasal 415) 
Pasal 415 merupakan peraturan khusus terhadap peraturan 
umum pasal 372 KHUP. Kejahatan yang diancam dengan 
ketentuan pasal 415 termasuk kejahatan jabatan, yakni 
penggelapan yang dilakukan oleh pegawai negeri yang 
dalam menjalankan pekerjaan/ jabatan.51 
b. Pemalsuan (Pasal 416) 
Pasal 416 KUHP merupakan peraturan khusus  terhadap 
peraturan umum pasal 263 KUHP. Kejahatan yang diancam 
dengan ketentuan pasal 416 termasuk kejahatan jabatan, 
yakni pemalsuan yang dilakukan oleh pegawai negeri yang 
dalam menjalankan pekerjaan/ jabatan.52 
c. Menerima suap (pasal 418, 419, 420) 
                                                          
49 Andi Hamzah, op.cit., hlm. 38 
50 Sudarto, op.cit., hlm. 117. 
51 Martiman Prodjohamidjojo, 1984, Pemberantasan Korupsi Suatu Komentar, PT. Pradnya 
Paramita, Jakarta, hlm.17. 
52 Ibid, hlm. 19. 
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Pasal 418, 419 dan 420 KUHP memuat ketentuan-ketentuan 
penyogokan pasif, yakni membiarkan dirinya disogok; dan 
merupakan kejagatan jabatan. Pasal 418, 419 ditujukan 
kepada pegawai negeri pada umumnya, sedangkan pasal 
429 ditujukan kepada hakim, penasehat dengan pemberatan 
ketentuan pidananya.53 
d. Menguntungkan diri sendiri secara tidak sah ( pasal 423, 
425, 435 
Pasal 423 ditujukan kepada pejabat yang dengan maksud 
menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara 
melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya. 
Ketentuan pasal 425 disebut pemerasan yang dilakukan oleh 
pejabat dalam menjalankan jabatannya. Sedangkan pasal 
435 ditujukan kepada pejabat yang sengaja turut serta dalam 
pemborongan, penyerahan dan persewaan.54 
Keberadaan tindak pidana korupsi dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) selama beberapa tahun berlaku sebagai 
ketentuan yang mengatur tentang tingkah laku pejabat dalam 
menjalankan kewenangannya. Sebelum akhirnya digantikan dengan 
berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian aturan mengenai 
                                                          
53 Ibid, hlm. 22. 
54 Ibid, hlm. 24-26. 
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tindak pidana korupsi tersebut diperkuat dengan berlakunya Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
 
2. Tindak Pidana Korupsi di Luar KUHP 
Apabila kita melihat sejarah perkembangan hukum di Indonesia 
khususnya yang berkenan dengan peraturan tentang tindak pidana 
korupsi, akan banyak dijumpai berbagai macam peraturan yang berada di 
luar KUHP yang dirumuskan. Kemudian setelah itu aturan tersebut 
kembali dirubah dengan peraturan yang baru. Namun disini yang akan 
dibahas adalah aturan perundang-undangan yang dituangkan dalam 
bentuk Undang-Undang yaitu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
Seperti diketahui sejak lahirnya Orde Baru pada tahun 1966, suara-
suara yang menghendaki pemberantasan korupsi lebih diperhebat, 
semakin hari bertambah nyaring, baik dalam bentuk berita maupun 
karangan di surat kabar majalah, dalam pertemuan, diskusi dan 
sebagainya yang bertemakan pemberantasan korupsi.55 
Akhirnya pada tanggal 13 Agustus 1970 Presiden menyampaikan 
kepada Dewan Perwakilan “Rakyat Rancangan Undang-Undang tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” untuk dibicarakan dengan 
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prioritas utama. Setelah diperdebatka di parlemen, rencana undang-
undang tersebut kemudian pada tanggal 29 Maret 1971 disahkan menjadi 
undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi.56   
Disini dapat dilihat 2 unsur, ialah peraturannya sendiri dan 
pelaksanaannya. Undang-undang No.3 tahun 1971 adalah hasil dari 
perkembangan peraturan tentang pemberaantasan korupsi sejak 1957 
dan dibuat tidak dalam masa darurat. Keluarnya Undang-undang ini juga 
dipercepat dengan aksi-aksi para pemuda dan pelajar pada tahun 1970 
yang menuntut pemberantasan korupsi yang lebih nyata. Jadi qua 
peraturan undang-undang tersebut sudah memadai.57  
Dengan terbentuknya kabinet Habibie yang Muladi menjadi menteri 
Kehakiman pada tahun 1998, dicanangkan untuk mempercepat 
penciptaan undang-undang. Dalam waktu singkat, kurang dari dua tahun, 
pemerintah ini menciptakan undang-undang yang diutamakan antara lain 
perubahan atau penggantian Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rupanya anggapan 
bahwa yang kurang sempurna sehingga terjadi banyak korupsi ialah 
undang-undangnya padahal “orangnya” dan “sistemnya”.58 
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Pada tangga 16 Agustus 1999 diundangkanlah Undang-Undang 
No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
menggantikan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971.59 
Kemudian perubahan yang terakhir terhadap Undang-Undang 
Tindak Pidana Korupsi adalah ketika Baharuddin Lopa menjabat sebagai 
Menteri Kehakiman sekitar bulam maret 2001, dengan menciptakan 
ketentuan tentang pembalikan beban pembuktian di dalam undang-
undang tindak pidana korupsi segera terealisasikan.60 Sehingga 
berlakulah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi. 
Di dalam setiap Undang-Undang yang bersifat pidana khusus atau 
di luar KUHP selalu mengandung unsur-unsur Hukum Pidana Materiil dan 
Hukum Pidana Formil, demikian juga di dalam UURI Nomor 31 Tahun 
1999 juncto UURI Nomor 20 Tahun 2001 mengandung pula dalam unsur-
unsur hukum pidana materiil, yaitu Bab II dan Bab III, atau terdapat di 
dalam 40 (empat puluh) pasal dan ayat.61 
Dari 40 (empat puluh) pasal dan ayat hukum pidana materiil 
dikelompokkan ke dalam 7 (tujuh) tipe tindak pidana korupsi yang disebut 
sebagai 7 (tujuh) Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia 
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60 Andi Hamzah, op.cit., hlm. 76. 
61 Ermansjah Djaja, op.cit., hlm. 146. 
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menurut UUNRI Nomor 31 Tahun 1999 juncto UURI Nomor 20 Tahun 
2001, yaitu:62 
a. Tipe tindak pidana Korupsi “Murni Merugikan Keuangan 
Negara” 
Pasal 2; pasal 3; Pasal 7 ayat (1) huruf a; Pasal 7 ayat (1) 
huruf c; Pasal 7 ayat (2); Pasal 8 Pasal 9; Pasal 10 huruf (a); 
Pasal 12 huruf (i); Pasal 17. UURI Nomor 31 Tahun 1999 
juncto UURI Nomor 20 Tahun 2001. 
b. Tipe tindak pidana korupsi “Suap” 
Pasal 5; Pasal 6; Pasal 11; Pasal 12 huruf a; Pasal 12 huruf 
b; Pasal 12 huruf c; pasal 12 huruf d; Pasal 12 A; Pasal 17. 
UURI Nomor 31 Tahun 1999 juncto UURI Nomor 20 Tahun 
2001. 
c. Tipe tindak pidana korupsi “Pemerasan” 
Pasal 12 huruf e; pasal 12 huruf f; Pasal 12 huruf g; Pasal 12 
A; Pasal 17. UURI Nomor 31 Tahun 1999 juncto UURI 
Nomor 20 Tahun 2001. 
d. Tipe tindak pidana “Penyerobotan” 
Pasal 12 huruf I; dan Pasal 17. UURI Nomor 20 Tahun 2001 
e. Tipe tindak pidana korpsi “Gratifikasi” 
Pasal 12 B; juncto 12 C; Pasal 13; dan Pasal 17. UURI 
Nomor 20 Tahun 2001. 
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f. Tipe tindak pidana korupsi “Percobaan, Pembantuan 
dan Permufakatan” 
Pasal 7 ayat (1) huruf b; Pasal 7 ayat (1) huruf d; Pasal 8; 
Pasal 10 huruf b; Pasal 10 huruf c; Pasal 15; Pasal 16; dan 
Pasal 17. UURI Nomor 31 Tahun 1999 juncto UURI Nomor 
20 Tahun 2001. 
g. Tipe tindak pidana korupsi “Lainnya” 
Pasal 21; Pasal 22; Pasal 23; Pasal 24. UURI Nomor 31 
Tahun 1999. 
 
C. Perbandingan UU No. 3 Tahun 1971 dengan Undang-Undang No. 
31 Tahun 1999 yang Diubah dan Ditambah dengan UU No. 20 
Tahun 2001 
1. Perubahan Perumusan dan Ancaman Pidana 
Kata-kata yang dihapus adalah “patut diketahui” di dalam pasal 1 
ayat (1) sub a UU PTPK 1971 yang sekarang menjadi pasal 2 UU PTPK 
1999, karena kata-kata “atau patut diketahui” berarti culpa yang bberarti 
kerugian Negara yang terjadi harus dilakukan dengan sengaja. Jadi, tidak 
perlu benar-benar telah terjadi kerugian keuangan negara. Dengan 
“dapat” atau mungkin menimbulkan kerugian negara atau perekonomian 
negara.63 
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Ancaman pidana yang semula seragam jenis delik baik yang 
bobotnya lebih ringan termasuk delik berkualifikasi diancam dengan 
pidana yang sama, yaitu pidana penjara maksimum seumur hidup 
dan/atau denda maksimum 30 juta rupiah.64 
2. Pengertian Pegawai negeri Lebih Diperluas Lagi 
Undang-undang No.3 tahun 1971 ini member arti yang lebih luas 
lagi dengan mengatakan bahwa pegawai negeri yang dimaksud dalam 
undang-undang ini, meliputi juga orang-orang yang menerima gaji atau 
upah dari keuangan negara atau daerah atau yang menerima gaji atau 
upah dari suatu badan/badan hukum yang menerima bantuan dari 
keuangan negara atau daerah, atau badan hukum lain yang 
mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau 
masyarakat.65    
Sebenarnya pasal 92 KUHP sudah memperluas pengertian 
pegawai negeri. Kemudian, pasal 2 UU PTPK 1999 menambah luas lagi 
pengertian pegawai negeri menurut Pasal 1 butir 2 meliputi :66  
a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud UU Kepegawaian. 
b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud KUHP. 
c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara 
atau daerah. 
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d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi 
yang menerima bantuan keuangan negara atau daerah. 
e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang 
mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau 
masyarakat. 
Ada ketidakkonsistenan dalam UU PTPK 2001, yang menambah 
lagi pengertian orang yang menerima suap, yaitu pegawai negeri atau 
penyelenggara negara, yang dalam pengertian pegawai negeri diperluas 
pasti termasik penyelenggara negara seperti DPR, DPA, BPK, Presiden, 
Wakil Presiden,, dan Menteri karena mereka termasuk dalam rumusan 
Pasal 1 butir 2 khususnya huruf c, yaitu “orang yang menerima gaji atau 
uppah dari keuangan negara atau daerah.” 67 
3. Korporasi Menjadi Subjek  
Perubahan dan perkembangan kedudukan korporasi sebagai 
subjek hukum pidana mengalami perkembangan secara bertahap. Pada 
umumnya secara garis besar dapat deibefakan dalam tiga tahap.68 
a. Tahap Pertama, tahap ini ditandai dengan usaha-usaha 
agar sifat delik yang dilakukan korporasi dibatasi pada 
perorangan. Sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi 
dalam lingkungan korporasi, maka tindak pidana itu 
dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut. 
                                                          
67 Ibid, hlm. 116. 
68Muladi dan Dwidja Priyatno, op.cit., hlm. 53 
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b. Tahap Kedua, ditandai dengan pengakuan yang timbul 
sesudah perang dunia pertama dalam perumusan undang-
undang bahwa suatu tindak pidana, dapat dilakukan oleh 
perserikatan atau badan usaha (korporasi). Tanggung jawab 
untuk itu juga menjadi beban dari pengurus badan hukum 
tersebut. 
c. Tahap Ketiga, merupakan permulaan adanya tanggung 
jawab yang langsung dari korporasi yang dimulai pada waktu 
dan setelah Perang Dunia II. Dalam tahap ini dibuka 
kemungkinan untuk menuntut korporasi dan meminta 
pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Alasan lain 
adalah karena misalnya dalam delik-delik ekonomi dan fisika 
keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang 
diderita masyarakat dapat demikian besarnya, sehingga 
tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana dijatuhkan 
kepada pengurus korporasi saja. Juga diajukan alasan 
bahwa hanya dengan memidana pengurus tidak atau belum 
ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi delik 
tersebut. Dengan memidana korporasi untuk menaati 
peraturan bersangkutan.69 
 
 
                                                          
69 Ibid, hlm. 57. 
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B. Gratifikasi 
1. Pengertian Gratifikasi 
 Tindak pidana korupsi yang terkait dengan gratifikasi diatur secara 
tegas dalam Pasal 12 b dan Pasal 12 c Undang-Undang No.31 Tahun 
1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.20 Tahun 2001 
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.70 
  Sebelum membahas lebih jauh mengenai pengaturan gratifikasi 
sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi dalam hukum nasional, 
pada bagian ini akan diuraikan terlebih dahulu mengenai apa sebenarnya 
yang dimaksud dengan gratifikasi. Secara sederhana, gratifikasi dapat 
diartikan sebagai pemberian dalam arti luas, yakni pemberian uang, 
barang, rabat (discount), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, 
fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan 
beebagai fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di 
luar negeri serta digunakan baik dengan sarana elektronik atau tanpa 
sarana elektronik.71  
Black’s Law Dictionary memberikan pengertian gratifikasi sebagai 
“a voluntarily given reward or recompense for a service or benefit” yang 
                                                          
70 Kristian dan Yopi Gunawan, 2015, Tindak Pidana Korupsi Kajian terhadap Harmonisasi antara 
Hukum Nasional dan The Unite Nations Convention Againts Corruption (UNCAC), PT. Reflika 
Aditama, Bandung, hlm. 187. 
71 Ibid. 
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dapat diartikan gratifikasi adalah “sebuah pemberian yang diberikan atas 
diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan”.72  
Gratifikasi berbeda dengan hadiah dan sedekah. Hadiah dan 
sedekah tidak terkait dengan kepentingan untuk memperoleh keputusan 
tertentu, tetapi motifnya lebih didasarkan pada keikhlasan semata. 
Gratifikasi adalah pemberian untuk memperoleh keuntungan tertentu 
lewat keputusan yang dikeluarkan oleh penerima gratifikasi. Pemikiran 
inilah yang menjadi landasan pasal pemidanaan gratifikasi.73 
Penjelasan Pasal 12 b Undang-Undang No.20 Tahun 2001 
Tentang perubahan atas  Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjelaskan mengenai 
pengertian gratifikasi memberikan suatu gambarak yang cukup luas, 
sehingga dalam penentuan suatu tindak pidana korupsi berupa gratifikasi 
akan menimbulkan kesulitan dikarenakan masih multi tafsirnya suatu 
perbuatan dapat dikategorikan sebagai gratifikasi. 
Hal ini tentunya merupakan suatu masalah yang serius diakibatkan 
begitu luasnya definisi tentang gratifikasi. Hal ini harus segera diantisipasi 
agar para pejabat negara dalam menjalankan tugasnya dapat mengetahui 
batasan dan sejauh mana mereka dapat bertindak sebagai pejabat 
                                                          
72 Anatomi Muliawan dan Carli Caniago, “Efektifitas Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak 
Pidana Gratifikasi”, Lex Jurnalica, Bagian Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi, Vol 7 No.2, April 
2010, hlm. 163.  
73 Ibid. 
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Negara ataupun sebagai pegawai negeri. Terutama dalam hal menerima 
sesuatu dari orang lain mereka dapat mengetahui apakah pemberian 
tersebut dapat menjadi milik pribadi ataukah sebaliknya para pejabat 
negara atau pegawai negeri tersebut tidak boleh menerima pemberian 
tersebut, karena apabila menerimanya maka perbuatan tersebut masuk 
dalam kategori gratifikasi. 
Diperlukan suatu sinkronisasi aturan agar dalam prakteknya tidak 
menimbulkan kebingungan terutama dari aparat penegak hukum dalam 
melakukan penanganan terhadap suatu kejahatan tindak pidana korupsi 
khususnya berkaitan dengan gratifikasi. Sehingga dengan adanya suatu 
bentuk aturan yang jelas maka para penegak hukum pun dalam 
menjalankan tugasnya tidak terkesan asal-asalan dalam menangkap 
maupun menuntut pelaku tindak pidana korupsi. 
2. Sistem pembuktian Gratifikasi 
 Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan 
yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam acara 
pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana 
akibatnya jika seseorang didakwa dinyatakan terbukti melakukan 
perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai 
keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara 
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pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan 
hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal.74 
 Dalam alasan mencari kebenaran materiil itulah maka asas 
akusator (accusatoir) yang memandang terdakwa sebagai pihak sama 
dalam perkara perdata, ditinggalkan dan diganti dengan asas inkisitor 
(inquisitor) yang memandang terdakwa sebagai objek pemeriksaan 
bahkan kadangkala dipakai alat penyiksa untuk memperoleh pengakuan 
terdakwa.75 
 Efektivitas dari alat-alat bukti yang berkaitan dengan kepercayaan 
itu adalah karena dapat mempengaruhi psikologis seseorang yang 
memang merasa bersalah. Sebagai contoh: karena seseorang menyadari 
bahwa dirinya bersalah, maka ketika ia disuruh menelan roti suci untuk 
membuktikan kejujurannya dalam menyatakan sesuatu, mulutnya sudah 
terlebih dahulu kering karena ketakutan, sehingga berakibat sulitnya ia 
menelan roti sucu itu. Kemudian karena perkembangan dan kemajuan 
zaman, maka dunia peradilan pun khususnya mengenai alat-alat buktinya 
mengalami kemajuan.76 
 Menurut paton maka alat bukti dapat besifat oral, documentary atau 
material. Alat bukti yang bersifat oral merupakan kata-kata yang 
diucapkan oleh seorang di persidangan: kesaksian tentang suatu peristiwa 
                                                          
74 Andi Hamzah, 2009, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 249. 
75 Ibid, hlm. 250. 
76 Achmad Ali dan Wiwie Heryani, op.cit., hlm. 71 
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merupakan alat bukti yang bersifat oral. Termasuk dalam alat bukti yang 
bersifat documentary adalah surat. Sedangkan termasuk dalam alat bukti 
yang bersifat material adalah barang phisik lainnya selain dokumen. Yang 
terakhir ini disebut juga demonstrative evidence.77 
Menurut pasal 184 KUHAP, alat-alat bukti ialah:78 
a. Keterangan saksi; 
b. Keterangan ahli; 
c. Surat; 
d. Petunjuk; 
e. Keterangan terdakwa 
Jika dibandinngkan dengan alat bukti dalam HIR, maka ada 
penambahan alat bukti baru, yaitu keterangan ahli. Selain daripada itu ada 
perubahan nama alat bukti yang dengan sendirinya maknanya menjadi 
lain, yaitu: “pengakuan terdakwa” menjadi keterangan terdakwa.79 
Pasal 184 KUHAP merupakan acuan yang dijadikan sebagai dasar 
dalam melakukan penuntutan terhadap terdakwa yang diduga melakukan 
suatu tindak pidana. Sehingga setiap pembuktian yang dilakukan tidak 
boleh terlepas dari alat bukti sebagaimana disebutkan dalam pasal 184 
KUHAP, baik itu tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. 
                                                          
77 Sudikno Mertokusumo, 2009, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty , Yogyakarta, hlm. 150. 
78 Andi Hamzah, op.cit., hlm. 259. 
79 Ibid. 
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Begitupun dengan perkara tindak pidana korupsi yang termasuk 
dalam jenis tindak pidana bagian khusus dalam pembuktiannya tidak 
boleh terlepas dari kelima alat bukti tersebut. Sedangkan pengaturan 
mengenai perbuatannya diatur dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 
Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi. Termasuk pula mengenai gratifikasi diatur di dalam 
undang-undang tersebut, yakni terdapat dalam Pasal 12 b dan 12 c. 
Di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
disebutkan: “Ketentuan mengenai pembuktian terbalik perlu ditambahkan 
dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan yang bersifat premium 
remedium dan sekaligus mengandung sifat prevensi khusus terhadap 
pegawai negari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 atau 
terhadap Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara 
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme untuk tidak 
melakukan tindak pidana korupsi. Pembuktian terbalik ini diberlakukan 
dalam tindak pidana baru tentang gratifikasi. Yang dimaksud dengan 
“tindak pidana baru tentang gratifikasi” dalam penjelasan umum tersebut 
adalah tindak pidana korupsi tentang gratifikasi yang nilainya 
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Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 b ayat (1) huruf a.80  
Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 b ayat (1) huruf a 
merupakan penyimpangan dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 66 
KUHAP, karena terdakwa, yaitu penerima gratifikasi dan bukan penuntut 
umum yang dibebani kewajiban pembuktian untuk tindak pidana korupsi 
tentang gratifikasi yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) 
atau lebih. Penyimpangan tersebut dapat dibenarkan karena ketentuan 
yang terdapat dalam Pasal 12 b ayat (1) huruf a merupakan ketentuan 
yang “ditentukan lain” dari ketentuan yang terdapat dalam KUHAP 
sebagaimana dimaksud Pasal 26. Oleh karena itu, dikatakan untuk tindak 
pidana korupsi tentang gratifikasi yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh 
juta rupiah) atau lebih menerapkan atau mengikuti apa yang oleh 
penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dinamakan 
dengan “pembuktian terbalik”, artinya bukan penuntut umum, tetapi 
terdakwa yang wajib membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan 
tindak pidana korupsi tentang gratifikasi yang nilainya Rp10.000.000,00 
(sepuluh juta rupiah) atau lebih.81 
Sudah tentu yang harus dibuktikan oleh penerima gratifikasi adalah 
bahwa gratifikasi tersebut tidak berhubungan dengan jabatannya dan tidak 
                                                          
80 R. Wiyono, 2016, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar 
Grafika, Jakarta, hlm. 122. 
81 Ibid, hlm. 124. 
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berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Jika sampai terdakwa tidak 
dapat membuktikan, oleh pengadilan diputuskan bahwa terdakwa terbukti 
telah melakukan tindak pidana korupsi tentang gratifikasi yang nilainya 
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 12 b ayat (1) huruf a.82 
E. Penghibahan 
A. Pengertian Hibah 
Menurut Pasal 1666 B.W. penghibahan (bahasa Belanda : 
schenking, bahasa inggris : donation) adalah suatu perjanjian dengan 
mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan 
tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan 
si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.83 
Penghibahan ini digolongkan pada apa yang dinamakan: perjanjian 
“dengan cuma-cuma” (bahasa Belanda :”om niet”), dimana perkataan 
“dengan cuma-cuma” itu ditujukan pada hanya adanya prestasi dari satu 
pihak saja, sedang pihak yang lainnya tidak usah memberikan kontra-
prestasi sebagai imbalan. Perjanjian yang demikian juga dinamakan 
perjanjian “sepihak” (“unilateral”) sebagai lawan dari perjanjian “bertimbal-
balik” (“bilateral”). Perjanjian yang banyak tentunya adalah bertimbal balik, 
                                                          
82 Ibid. 
83 Subekti, 2014, Aneka Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 94. 
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karena yang lazim adalah bahwa orang menyanggupi suatu prestasi 
karena ia akan menerima kontra-prestasi.84 
Perkataan “diwaktu hidupnya” si penghibah, adalah untuk 
membedakan penghibahan ini dari pemberian-pemberian yang dilakukan 
dalam suatu testament (surat wasiat), yang baru akan mempunyai 
kekuatan dan berlaku sesudah si pemberi meninggal dan setiap waktu 
selama si pemberi itu masih hidup, dapat dirubah atau ditarik kembali 
olehnya. Pemberian dalam testament itu dalam B.W. dinamakan “legaat” 
(“hibah wasiat”) yang diatur dalam hukum waris, sedangkan penghibahan 
ini adalah suatu perjanjian. Karena penghibahan menurut B.W. itu adalah 
suatu perjanjian, maka sudah dengan sendirinya ia tidak boleh ditarik 
kembali secara sepihak oleh si penghibah.85 
B. Ketentuan-Ketentuan Hibah 
Perjanjian pada hakikatnya ialah suatu sikap tindak keberatan 
pihak tertentu (yang mengadakan perjanjian) sedangkan perkatan pada 
hakekatnya ialah suatu hubungan yang timbul atau yang ada di antara 
para pihak sebagai akibat hukum perjanjian tersebut.86 
Dalam hukum inggris (Anglo Saxon) hibah (“donation”) dimasukkan 
dalam hukum benda (“Law of Property”) jadi tidak digolongkan dalam 
                                                          
84 Ibid,hlm.95. 
85 Ibid. 
86 Purnadi Purbacaraka dan A. Riswan Halim, 1987, Filsafat Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab, 
CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 47. 
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hukum perjanjian (“Law of Contacts”). Sebabnya adalam karena menurut 
hukum inggris untuk suatu perjanjian (“Contracts”) diperlukan adanya 
suatu “Consideration” (imbalan).87 
Penghibahan hanyalah dapat mengenai barang-barang yang sudah 
ada. Jika ia meliputi barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari, 
maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal (Pasal 1667). 
Berdasarkan ketentuan ini maka jika dihibahkan suatu barang yang sudah 
ada, bersama-sama dengan suatu barang lain yang baru aka nada 
dikemudian hari, penghibahan yang mengenai barang yang pertama 
adalah sah, tetapi mengenai barang yang kedua adalah tidak sah.88  
Oleh undang-undang ditetapkan, bahwa suatu perjanjian sejak 
semula sudah batal, jika ia mengandung suatu ikatan yang digantungkan 
pada suatu syarat yang mengharuskan suatu pihak untuk melakukan 
suatu perbuatan yang sama sekali tidak mungkin dilaksanakan atau yang 
bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan.89 
Suatu hibah adalah batal jika dibuat dengan syarat bahwa si 
penerima hibah akan melunasi utang-utang atau beban-beban lain, 
selainnya yang dinyatakan dengan tegas dalam akte hibah sendiri atau di 
dalam suatu daftar yang ditempelkan padanya (1670). Penetapan seperti 
yang dimaksud di atas, yang dicantumkan dalam peerjanjian 
                                                          
87 Subekti, op.cit., hlm. 94. 
88 Ibid, hlm. 95. 
89 SUbekti, 1985, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, hlm. 129 
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penghibahan, dengan mana diletakkan suatu kewajiban bagi si penerima 
hibah, lazimnya dinamakan suatu “beban”. Secara kurang tepat pasal 
1670 memakai perkataan “syarat”. Perbedaan antara “syarat” dan “beban” 
adalah, bahwa terhadap suatu syarat pihak yang bersangkutan adalah 
bebas, dalam arti bahwa ia dapat menerima atau menolak, sedangkan 
suatu beban adalah mengikat merupakan suatu kewajiban.90 
C. Cara Menghibahkan Sesuatu 
Pasal 1682 menetapkan: Tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan 
dalam Pasal 1687, dapat,, atas ancaman batal, dilakukan 
selainnyadengan suatu akte notaris, yang aaslinya disimpan oleh notaries 
itu. Ternyata Pasal 1687 yang ditunjuk itu berbunyi demikian: Pemberian 
barang-barang bergerak yang bertubuh atau surat-surat penagihan utang 
atas tunjuk dari tangan satu ketangan lain, tidak memerlukan suatu akte, 
dan adalah sah dengan penyerahan belakakepada si penerima hibah atau 
kepada seorang pihak ketiga yang menerima penghibahan itu atas nama 
si penerima hibah.91 
 Dari pasal-pasal 1682 dan 1687 tersebut dapat kita lihat bahwa 
untuk penghibahan benda tak bergerak ditetapkan suatu formalitas dalam 
bentuk akte notaries, tetapi untuk penghibahan barang bergerak yang 
bertubuh atau surat penagihan utang atas tunjuk (“aan toonder”) tidak 
                                                          
90 Subekti, op.cit., hlm. 96. 
91 Ibid, hlm. 102. 
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diperlukan suatu formalitas dan dapat dilakukan secara sah dengan 
penyerahan barangnya begitu saja kepada si penerima hibah atau kepada 
seorang pihak ketiga yang menerima pemberian hibah atas namanya.92 
 Dari ketentuan tersebut dapat kita lihat bahwa suatu penghibahan, 
yang tidak secara serta merta diikuti dengan penyerahan barangnya 
kepada si penerima hibah (“tunai”) seperti yang dapat dilakukan menurut 
pasal 1687, harus diterima dahulu oleh si penerima hibah. Penerimaan itu 
dapat dilakukan oleh si penerima hibah sendiri atau oleh seorang kuasa 
yang dikuasakan dengan akte otentik (akte notaris), surat kuasa mana 
harus berupa surat kuasa khusus.93 
 Pasal 1686 menetapkan bahwa hak milik atas benda-benda yang 
termaktub dalam penghibahan, sekalipun penghibahan itu sudah diterima 
secara sah, tidaklah berpindah kepada si penerima hibah, selainnya 
dengan jalan penyerahan yang dilakukan menurut ketentuan pasal-pasal 
612, 613, 616 dan selanjutnya. Dalam system B.W. dimana penghibahan 
itu sebagai hanya “obligatoir” saja (dalam arti belum memindahkan hak 
milik), maka apa yang ditetapkan oleh pasal 1686 itu sudah semestinya.94 
 
 
                                                          
92 Ibid, hlm. 103. 
93 Ibid. 
94 Ibid, hlm.104. 
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BAB III  
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
 Dalam melakukan penyusunan skripsi, penulis melakukan studi 
kepustakaan yang bertempat di Perpustakaan Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin dan Pengadilan Negeri Makassar. 
 
B. Jenis Penelitian 
 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian terhadap yuridis 
normatif, yaitu penelitian terhadap peraturan-peraturan yang ada untuk 
mendapatkan informasi tentang tindak pidana gratifikasi dan pemberian 
hibah 
 
C. Jenis dan Sumber Data 
 Dalam penelitian ini, data yang diperoleh adalah data sekunder 
yang merupakan data yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, 
jurnal ilmiah, bahan-bahan dokumentasi dan bahan tertulis lainnya yang 
terkait dengan penelitian ini.  
 Adapun sumber bahan yang digunakan dalam penelitian, yaitu : 
a. Bahan hukum primer, yatu bahan-bahan hukum yang 
mengikat seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. 
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b. Bahan hukum sekunder seperti hasil penelitian, jurnal ilmiah, 
dan berbagai literatur yang menunjang pembahasan 
gratifikasi dan hibah 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
 Pengumpulan data yang dilakukan melalui teknik studi kepustakaan 
(library research) dan studi lapangan untuk mendapatkan data sekunder 
yang mana sumber datanya diperoleh dari bahan hukum primer dan 
bahan hukum sekunder serta mengakses situs-situs internet yang relevan 
dengan penelitian. 
 
E. Analisis Data 
 Penulis akan menggunakan analisis data secara deskriptif dengan 
menggambarkan bagaimana suatu gratifikasi dan yang dilakukan melalui 
pemberian hibah kemudian disesuaikan dengan peraturan perundangan 
kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan berdasarkan data-data 
kualitatif yang ada. 
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BAB IV  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Tindak Pidana Gratifikasi dan Perbedaannya Dengan Hibah 
 Hilangnya peran hukum yang adil dalam kehidupan social politik di 
berbagai negara modern ternyata mengakibatkan perjalanan bangsanya 
terganggu, tidak terarah dan menimbulkan korupsi dengan berbagai corak 
dan variasinya. Secara komparatif terluhat bahwa korupsi tingkat regional 
menggambarkan pola-pola (pattern) yang menunjukkan sifat kesamaan 
dan nuansa perbedaan antara satu negara dengan Negara lain di 
kawasan tersebut. Nuansa perbedaan pola korupsi ini juga berkorelasi 
dengan ideology hukum dan kepribadian masyarakatnya.95    
 Secara umum William J. Chambliss memaparkan tentang tentang 
korupsi bahwa korupsi adalah bagian dari system itu sendiri. Karena itu 
bukan pekerjaan gampang untuk memberantas korupsi karena aparat 
penegak hukum sering berada pada situasi dilematis. Dengan posisi yang 
sulit dilihat dan dijangkau karena berada dalam mekanisme system yang 
berlaku, maka dituntut upaya dan cara tidak biasa atau lebih dari yang 
biasa dilakukan terhadap kejahatan lain. Dan disertai pula dengan 
penegak hukum yang berintegritas tinggi dengan ideologi penegak hukum 
                                                          
95 Artidjo Alkostar, 2008, Korupsi Politik Di Negara Modern,FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 382. 
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yang sesuai dengan nilai negara demokratis-egaliter sebagaimana berlaku 
di Negara hukum yang beradab.96   
 Gratifikasi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang terdapat 
dalam Tindak Pidana Korupsi. Yang dimana korupsi merupakan salah 
satu kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai extraordinary crime atau 
biasa disebut dengan kejahatan luar biasa. 
 Tindak pidana korupsi berupa gratifikasi merupakan suatu hal yang 
baru yang dimasukkan dalam rumusan undang-undang tindak pidana 
korupsi setelah dalam undang-undang sebelumnya yaitu, undang-undang 
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
tidak diatur delik berupa gratifikasi. Baru kemudian pada Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 1999 beberapa tindak pidana dimasukkan dalam aturan 
tersebut, salah satunya adalah bentuk kejahatan gratifikasi. 
 Hal ini berbeda dengan Hibah yang  merupakan salah satu aturan 
lama yang berasal dari produk hukum Kolonial Belanda ketika masih 
menjajah Indonesia. Pemberian hibah sendiri dituangkan dalam salah satu 
Pasal dalam KUHPerdata Buku III tentang Perikatan, dimana hibah 
merupakan salah satu bagian dari hukum perjanjian yang terdapat dalam 
buku ke-3 dari burgelijk wetboek (BW) selain daripada bentuk perjanjian-
                                                          
96Ibid, hlm.376.  
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perjanjian yang lain seperti, jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, 
pinjam-pakai, sewa-beli dan lain sebagainya. 
 Apabila ingin mencari perbedaan di antara keduanya maka,  harus 
merujuk pada peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai 
gratifikasi dan aturan yang membahas tentang hibah. Sehingga dapat 
diperoleh batasan yang jelas diantara keduanya. 
 Gratifikasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terdapat dalam Pasal 12 b 
yang berbunyi: 
1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara 
negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan 
jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau 
tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau 
lebih. Pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan 
merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; 
b. Yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta 
rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap 
dilakukan oleh penuntut umum. 
 Dalam penjelasan Pasal 12 B ayat (1) undang-undang nomor 20 
Tahun 2001 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “gratifikasi” dalam 
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ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, 
barang, rabat, (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, 
fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan 
fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri 
maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana 
elektronik atau tenpa sarana elektronik.97  
 Gratifikasi sering disamakan dengan suap menyuap, akan tetapi 
terdapat perbedaan diantara kedua tindak pidana tersebut. Pengaturan 
mengenai suap-menyuap dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam beberapa 
ketentuan, yakni Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 11, Pasal 12 huruf a 
dan b, Pasal 12 huruf c dan d serta Pasal 13. Salah satu perbedaan 
mendasarnya yaitu bahwa gratifikasi hanya memberikan hukuman kepada 
pihak yang memberikan sesuatu sedangkan suap-menyuap memberikan 
hukuman kepada pihak yang member maupun yang menerima suatu 
pemberian berupa suap. Sehingga baik suap maupun gratifikasi 
merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. 
 Ketentuan mengenai hibah sendiri diatur dalam Pasal 1666 
KUHPerdara. Menurut Pasal 1666 B.W. hibah adalah suatu perjanjian 
dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan 
                                                          
97Anonim, 2013, Himpunan Lengkap Undang-Undang Tentang Uang, Laksana, Jogjakarta, 
hlm.151. 
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dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna 
keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.98 
 Dari ketentuan yang disebutkan diatas, dapat dikatakan bahwa 
penghibahan merupakan suatu pemberian yang dilakukan secara cuma- 
cuma oleh si penghibah kepada si penerima hibah. Sehingga apabila kita 
perhatikan, bahwa penghibahan dalam system B.W. adalah (seperti 
halnya dengan jual beli atau tukar menukar) bersifat “obligatoir” saja, 
dalam arti belum memindahkan hak milik, karena hak milik ini baru 
berpindah dengan dilakukannya “levering” atau penyerahan (secara 
yuridis). Dikatakan bahwa penghibahan, disamping jual-beli dan tukar-
menukar merupakan salah satu “title” bagi pemindahan hak milik.99  
 Penghibahan sering dikaitkan dengan pemberian warisan. Padahal 
antara hibah dan waris terdapat perbedaan meskipun keduanya sama-
sama merupakan suatu pemberian yaitu, bahwa hibah diberikan pada 
saat si pemberi hibah masih hidup sedangkan warisan diberikan pada 
saat si pemberi sudah meninggal. 
 Berdasarkan pada uraian di atas maka, dapat dikatakan bahwa 
antara gratifikasi dengan hibah terdapat beberapa persamaan diantara 
keduanya yaitu, bahwa keduanya merupakan suatu perbuatan dalam 
bentuk pemberian. Gratifikasi dikatakan sebagai pemberian dalam arti 
                                                          
98 R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2013, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Pramita, 
Jakarta, hlm.436. 
99 R. Subekti, Loc.cit. 
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luas sedangkan hibah merupakan pemberian secara cuma-cuma apabila 
kita melihat bunyi pasal diantara keduanya.  
 Meskipun keduanya berasal dari lapangan hukum berbeda yaitu, 
bahwa gratifikasi merupakan ketentuan pidana yang terdapat dalam 
undang-undang tindak pidana korupsi yang merupakan bagian dari hukum 
publik sedangkan hibah merupakan ketentuan dari hukum perdata yang 
merupakan bagian dari hukum privat. Akan tetapi, dalam prakteknya 
sangat sulit dibedakan antara suatu bentuk perbuatan, apakah itu 
merupakan suatu pemberian dalam bentuk gratifikasi ataupun pemberian 
hibah. Walaupun aturan mengenai gratifikasi hanya khusus berkenan 
dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara, namun apabila kita 
benturkan pada realitasnya bahwa hibah pun dapat ditujukan kepada 
siapa pun termasuk juga kepada pegawai negeri atau penyelenggara 
negara selama sesuatu itu dapat dikatakan sebagai subjek hukum. 
 Sehingga apabila misalnya seorang pegawai negeri atau 
penyelenggara negara mendapatkan pemberian dari seseorang berupa 
barang, baik dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk hadiah dan 
sejenisnya, maka akan sangat sulit menentukan bahwa pemberian itu 
dimaksudkan sebagai hibah atau gratifikasi. Karena apabila kita merujuk 
pada aturan tentang hibah Pasal 1682 disebutkan bahwa, ternyata Pasal 
1687 yang ditunjuk itu berbunyi demikian: pemberian barang-barang 
bergerak yang bertubuh atau surat-surat penagihan utang atas tunjuk dari 
tangan satu ketangan yang lain, tidak memerlukan suatu akte, dan adalah 
64 
 
sah dengan penyerahan belaka kepada si penerima hibah atau kepada 
seorang pihak ketiga yang menerima penghibahan itu atas nama si 
penerima hibah.100 Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses penyerahan 
kepada si penerima akan ditemukan kesulitan untuk menentukan apakah 
perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang berkenaan dengan ranah 
privat atau pribadi si pemberi dengan pribadi si penerima ataukah 
perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang berkenaan dengan 
jabatannya atau ranah publik. Sehingga diperlukan suatu bentuk kehati-
hatian yang sangat tinggi dalam menentukan perbuatan tersebut agar 
jangan sampai salah mengambil keputusan sehingga tidak merugikan hak 
asasi manusia dari para pihak. 
 Oleh karena itu, selain diperlukan kehati-hatian dalam menentukan 
suatu perbuatan, dibutuhkan pula suatu sinkronisasi antara suatu 
peraturan dengan peraturan yang lain. Sehingga dapat ditemukan suatu 
batasan yang konkrit apabila dihubungkan dengan faktanya. Agar dapat 
menciptakan tujuan hukum berupa kepastian, kemanfaatan dan keadilan, 
sehingga para aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya 
secara maksimal dan perbedaan pendapat dapat diminimalisir. 
 Pengembangan ilmu di bidang perundang-undangan dapat 
mendorong fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan yang 
sangat diperlukan kehadirannya, oleh karena di dalam negara yang 
                                                          
100 Ibid, hlm.101.  
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berdasar atas hukum modern (verzorgingsstat), tujuan utama dari 
pembentukan undang-undang bukan lagi menciptakan kodifikasi bagi 
norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang sudah mengendap dalam 
masyarakat, akan tetapi tujuan utama pembentukan undang-undang itu 
adalah menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan 
masyarakat,. Dengan perkataan lain T. Koopmans menyatakan bahwa, 
pembentuk undang-undang dewasa ini tidak lagi pertama-tama berusaha 
kea rah kodifikasi melainkan modifikasi (de wetgever street niet meer 
primair naar codificatie maar naar modificatie).101  
  Kodifikasi adalah penyusunan dan penetapan peraturan-peraturan 
hukum dalam kitab undang-undang secara sistematis mengenai bidang 
hukum yang agak luas. Dengan demikian, kodifikasi bukanlah sekedar 
penyusunan seperangkat peraturan hukum mengenai hal tertentu ke 
dalam kitab undang-undang, melainkan mengenai bidang hukum yang 
lebih luas, seperti bidang hukum perdata, bidang hukum dagang, bidang 
hukum pidana, dan sebagainya. Dengan kodifikasi, peraturan-peraturan 
mengenai suatu bidang hukum berikut sistemnya dan dasar-dasarnya 
yang selama ini tersebar-sebar dikumpulkan dan disatukan dalam suatu 
kitab secara teratur. Bentuk hukum diperbaharui namun isinya diambilkan 
dari hukum yang sudah ada, yang masih berlaku.102 
                                                          
101 Maria Farida Indrati S, 2007, Ilmu Perundang-Undangan 1, PT. Kanisius, Depok, hlm. 2. 
102 Ibid, hlm.3. 
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 Kodifikasi mungkin hanya cocok pada abad yang lali dan mencapai 
pada masa awal abad ke- 19. Pada masa itu kodifikasi lebih merupakan 
upaya perumusan hukum dari norma-norma dan nilai-nilai yang sudah 
mengendap dan berlaku dalam masyarakat. Dalam masa sekarang, 
dimana persoalan hukum yang muncul dan berkembang dalam 
masyarakat sudah semakin kompleks, maka upaya kodifikasi tidak 
mungkin lagi dilakukan, karena akan memakan waktu yang sangat lama. 
Sementara ada sebagian dari peraturan yang seharusnya dikodifikasikan, 
ternyata sudah dituangkan dalam Undang-Undang terpisah untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh yang terjadi adalah 
pengajuan RUU KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) yang 
terpaksa dimentahkan kembali dan dikaji ulang, karena sebagian materi 
muatannya sudah diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan 
Pemerintah tersendiri seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang 
Hak Paten atau Peraturan Pemerintah tentang Perindustrian.103 
 Seperti diketahui, ada suatu perbedaan pokok antara system 
peraturan-hukum di Eropa-daratan (Continental) di satu pihak dan system 
peraturan-hukum di Inggris di lain pihak yaitu bahwa di Eropa-daratan 
dianut prinsip kodifikasi, sedang di Inggris dianut suatu prinsip, yang 
menitikberatkan pada apa yang dinamakan Common-Law, yakni suatu 
rangkaian peraturan-peraturan hukum yang tidak termuat dalam kitab-
kitab hukum, melainkan yang secara nyata menurut tradisi atau adat 
                                                          
103 Ibid. 
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kebiasaan diturut oleh pengadilan-pengadilan. Sikap Inggris ini diikuti oleh 
Amerika Serikat.104 
 Saat ini (dengan cara modifikasi), undang-undang yang 
memberikan bentuk yuridis terhadap campur tangan social yang dilakukan 
oleh pembentuknya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara. 
Undang-Undang kini tidak lagi terutama berfungsi member bentuk 
kristalisasi kepada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, melainkan 
member bentuk bagi tindakan politik yang menentukan arah 
perkembangan nilai-nilai tersebut.105 
 Pembedaan antara peraturan perundang-undangan dengan 
kodifikasi dan modifikasi sekilas pandang kelihatannya jelas. Peraturan 
perundang-undangan kodifikasi dipahami orang sebagai peraturan 
perundang-undangan yang berdasar hukum tak tertulis, yang menetapkan 
dalam bentuk tertulis peraturan-peraturan yang berlaku secara 
keseluruhan. Peraturan modifikasi adalah peraturan perundang-undangan 
yang menetapkan peraturan-peraturan yang baru diakui sebagai 
peraturan hukum melalui penetapan oleh undang-undang dan peraturan 
perundang-undangan yang megubah hubungan-hubungan sosial.106 
                                                          
104 Wirjono Prodjodikoro, 2011, Azas-Azas Hukum Perjanjian, CV. Mandar Maju, Bandung, 
hlm.155. 
105 Maria Farida Indrati S, Op.cit.  
106 Ibid, hlm.5. 
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 Dalam penerapannya, baik dengan kodifikasi maupun modifikasi 
terdapat berbagai keuntungan dan kerugiannya. Apabila dipakai cara 
kodifikasi, seseorang akan dengan mudah menemukan peraturan 
mengenai suatubidang hukum, karena terkumpul dalam suatu kitab 
undang-undang. Selain itu peraturan dalam kodifikasi akan lebih mudah 
diterima oleh masyarakat dan lebih sesuai dengan keadilan yang berlaku 
dalam masyarakat oleh karena di dalamnya merupakan rumusan nilai-nilai 
yang telah mengendap dalam masyarakat. Namun demikian, kerugian 
yang terdapat dalam kodifikasi adalah, bahwa pembentukannya 
memerlukan waktu yang lama, sehingga hukum itu selalu berada di 
belakang (dan sering ketinggalan zaman), selain itu dalam kodifikasi akan 
sulit untuk melakukan perubahan prinsipil terhadap hukum itu. Sedangkan  
dalam modifikasi terdapat beberapa keuntungan, antara lain bahwa 
pembentikan hukum tidak memakan waktu yang lama, dan hukum dapat 
selalu berada di depan, walaupun kadang-kadang hukum yang 
dirumuskan kurang sesuai dengan kehendak masyarakat atau tidak 
mencerminkan keadilan dalam masyarakat. Pembentukan Undang-
Undang dengan cara modifikasi yang baik disertai dengan kajian yang 
mencukupi, dapat diharapkan hukum akan menjadi pedoman dan menjadi 
panglima, serta dapat berlaku sesuai dengan perkembangan 
masyarakat.107 
                                                          
107 Ibid, hlm.6. 
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 Peraturan mengenai gratifikasi yang diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengalami modifikasi hukum 
yang dimana peraturan tersebut merupakan turunan peraturan yang 
berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan 
warisan penjajah Hindia-Belanda. Akan tetapi peraturan tersebut masih 
harus terus melakukan modifikasi mengingat semakin canggihnya 
perkembangan modus kejahatan tindak pidana korupsi yang seiring 
dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat. Sehingga peraturan 
tersebut dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. 
 Hal ini berbeda dengan peraturan mengenai hibah yang diatur 
dalam buku ke 4 Burgerlijk Wetboek (B.W.) yang dimana peraturan 
tersebut merupakan warisan dari pemerintah colonial Belanda yang pada 
saat itu menjajah Indonesia. Sehingga mau tidak mau peraturan yang 
terdapat di negeri jajahan harus mengikuti peraturan yang berlaku di 
negeri penjajah yang sesuai dengan asas konkordansi. Hal ini membuat 
masyarakat waktu itu harus tunduk dengan kodifikasi hukum yang dibuat 
oleh pemerintah kolonial pada saat itu. 
 Sebagai akibat dari politik hukum Hindia-Belanda dulu, yang 
termaktub dalam Pasal 131 Indische Staatsregeling. Sampai sekarang di 
Indonesia berhubung dengan adanya pasal-pasal peralihan dari tiga 
undang-undang dasar yang berturut-turut berlaku disini, masihlah terdapat 
suatu keadaan bahwa dari para warga Negara Indonesia sebagian 
70 
 
bernaung pada suatu tata hukum yang mirip dengan keadaan di inggris 
dan Amerika dan sebagian lain bernaung pada suatu tata hukum yang 
mirip dengan keadaan di Eropa-daratan.108 
 Sebagian besar dari para warga-negara Indonesia, yang orang-
orang Indonesia asli pada pokoknya adalah takluk pada suatu Hukum 
Perdata, yang termuat dalam suatu Kitab Hukum Perdata, melainkan 
takluk pada Hukum Adat.109 
 Bagian kecil dari para warganegara adalah takluk pada dua Kitab 
Hukum Perdata, yaitu Burgerlijk Wetboek (B.W.) dan Wetboek van 
Koophandel (W.v.K) atau Kitab Hukum Perniagaan. Mereka adalah orang-
orang Eropa dan Tionghoa yang takluk pada seluruh Burgerlijk Wetboek 
dan seluruh Wetboek van koophandel (kecuali bagian kecil tentang 
Burgerlijk Stand dari B.W. yang tidak berlaku bagi orang-orang Tionghoa) 
dan orang-orang Arab, India dan lain-lain bangsa Timur Asing yang takluk 
pada seluruh Wetboek van Koophandel dari Burgerlijk Wetboek yang 
mengenai Hukum-kekayaan.110 
 Untuk tidak mengaburkan arti dan untuk memudahkan pembedaan 
antara peraturan-peraturan dari zaman Hindia-Belanda dan peraturan-
peraturan yang dibentuk setelah Indonesia merdeka, maka seyogyanya 
dalam penyebutan tetap dipakai nama jenis dari peraturan tersebut 
                                                          
108 Wirjono Prodjodikoro, Op.cit. 157 
109 Ibid. 
110 Ibid. 
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sebagaimana aslinya dan menerjemahkan masalah apa yang diaturnya. 
Penyebutan yang tepat dari Wetboek van Strafrecht adalah “Kitab Wet 
tentang Hukum Pidana”, Wetboek van Koophandel dengan “Kitab Wet 
tentang Hukum Dagang”, atau Burgelijk Wetboek dengan “Kitab Wet 
tentang Hukum Perdata”. Dengan penyebutan tersebut setiap pembaca 
dapat mengerti bahwa peraturan-peraturan tersebut merupakan 
peraturan-peraturan yang dibuat pada masa Hindian Belanda.111 
 Berbagai Wet yang masih ada dan berlaku di Indonesia saat ini 
dalam pemakaiannya disetingkatkan dengan undang-undang, sehingga 
perubahan dan pencabutannya dilakukan dengan Undang-Undang.112 
 Sehingga dapatlah dilakukan pembedaan yang jelas antara 
gratifikasi dan pemberian hibah dengan melihat unsur-unsur yang terdapat 
yang terdapat pada peraturan yang mengatur tentang masing-masing 
perbuatan mengenai gratifikasi dan pemberian hibah. Ketentuan 
mengenai gratifikasi diatur dalam rumusan Pasal 12 B dan Pasal 12 C 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi sedangkan ketentuan mengenai hibah diatur dalam Burgelijk 
Wetboek (B.W.) Pasal 1666. 
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 Pasal 12 B dan 12 C Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang 
Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur apabila pegawai negeri 
atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi dan tidak 
melaporkan hal tersebut kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (KPK) dapat dikategorikan telah melakukan tindak pidana korupsi. 
Untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai 
gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B dan Pasal 12 C ini maka 
harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:113 
1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara; 
2) Menerima gratifikasi; 
3) Yang berhubungan dengan jabatan atau bertentangan 
dengan kewajiban atau tugasnya; 
4) Penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dalam 
jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. 
 Penghibahan yang terdapat dalam Pasal 1666 KUHPerdata dalam 
penjelasannya disebutkan bahwa penghibahan ini digolongkan pada apa 
yang dinamakan: perjanjian”dengan cuma-cuma” (bahasa Belanda: “om 
niet”), dimana perkataan “dengan cuma-cuma” itu ditujukan pada hanya 
adanya prestasi dari satu pihak saja, sedang pihak yang lainnya tidak 
                                                          
113 Kristian dan Yopi Gunawan, Op.cit. 189. 
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usah memberika kontra-prestasi sebagai imbalan. Perjanjian yang 
demikian juga dinamakan perjanjian “sepihak” (“unilateral”) sebagai lawan 
dari perjanian “bertimbal balik” (“bilateral”). Perjanjian yang banyak 
tentunya adalah bertimbal-balik, karena yang lazim adalah bahwa orang 
menyanggupi suatu prestasi karena ia akan menerima suatu kontra 
prestasi.114 
  Untuk menemukan suatu jawaban mengenai ketentuan peraturan 
perundang-undangan di atas dapat dilakukan dengan menggunakan 
pendekatan ilmu perundang-undangan. Ilmu ini meneliti isi dan bentuk 
norma hukum dengan tujuan mengembangkan criteria, arah dan petunjuk 
bagi pembentukan norma yang rasional. Masalah pokok yang diteliti ialah 
bagaimana hukum melalui perundang-undangan dapat dibentuk secara 
optimal, sedangkan titik tolaknya ialah bagaimana memperoleh jawaban 
agar keadaan sosial melalui norma perundang-undangan dapat 
dipengaruhi sesuai arah yang ditetapkan.115  
 Untuk berlakunya suatu undang-undang dalam arti materiil dikenal 
beberapa asas, salah satu asas yang dapat diterapkan terhadap kedua 
peraturan perundang-undangan tersebut yaitu, bahwa Undang-Undang 
yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat 
umum (lex specialis derogate legi generalis). Maksud dari asas ini adalah 
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115 Ni’matul Huda dan R. Nazriyah, 2011, Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan, 
Nusa Media, Bandung, hlm. 6. 
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bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang 
yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut 
dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa luas 
atau lebih umum yang dapat juga mencakup peristiwa khusus tersebut.116 
  Dari rumusan pasalnya dapat ditentukan bahwa meskipun 
antara gratifikasi dan hibah terdapat kesamaan dalam hal perbuatannya, 
yakni antara keduanya merupakan suatu perbuatan yang dilakukan 
secara sepihak yakni, dalam hal melakukan suatu pemberian. Namun 
dalam segi peraturan perundang-undangan keduanya bahwa gratifikasi 
lebih mengatur berkenaan dengan pegawai negeri atau penyelenggara 
negara sedangkan hibah lebih mengatur tentang pemberian yang bersifat 
umum yang dimana aturannya tidak menunjuk secara konkret para pihak 
yang melakukan perbuatan tersebut. 
 Tindak pidana gratifikasi merupakan suatu kejahatan yang 
dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara berupa 
menerima suatu pemberian dari pihak lain yang berkenaan dengan 
jabatannya agar melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang 
bertentangan dengan tugas dan wewenangnya sehingga pemberian yang 
diterimanya merupakan suatu tindak pidana. Sedangkan hibah merupakan 
suatu bentuk perjanjian yang timbul akibat adanya kesepakatan antara 
kedua belah pihak baik si pemberi hibah maupun si penerima hibah dan 
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perbuatan tersebut bukan merupakan suatu bentuk tindak pidana karena 
tidak ada niat yang jahat dari pelakunya untuk menyalahgunakannya.   
 Tindak pidana gratifikasi merupakan tindak pidana korupsi yang 
dimana perbuatan tersebut dilakukan untuk mendapatkan sesuatu yang 
bertentangan dengan Undang-Undang sehingga pelakunya berniat untuk 
mendapatkan sesuatu dengan cara yang dilarang oleh Undang-Undang 
Tindak Pidana Korupsi. Sedangakan hibah merupakan suatu pemberian 
yang dimana dalam perjanjian tersebut tidak terdapat niat untuk 
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-
undangan dan perbuatan tersebut dilakukan dengan etikad baik dari pihak 
yang melakukan perjanjian. 
Oleh karena itu, selain dibutuhkan ketelitian untuk menentukan 
suatu perbuatan, diperlukan pula sinkronisasi dan modifikasi antara suatu 
peraturan dengan peraturan yang lainnya sehingga peraturan yang 
berlaku tersebut merupakan mencerminkan kehidupan sosial yang 
terdapat dalam masyarakat Indonesia dan peraturan tersebut dapat 
menyesuaikan dengan nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat agar 
peraturan tersebut tidak bertentangan dengan hukum adat yang berlaku di 
masing-masing daerah di Indonesia. 
B. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Gratifikasi Melalui Hibah 
 Adanya pembedaan antara hukum privat dan hukum publik 
membuat para aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan 
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fungsinya sering menemui kesulitan. Karena setiap perbuatan dan gerak 
geriknya sering mendapatkan pengawasan yang ketat, mengingat peran 
yang ditempatinya dalam institusi pemerintah sangat vital.  
 Hal ini tidak mengherankan karena dalam menjalankan setiap 
aktivitasnya sering berurusan dengan urusan pemerintahan sehingga 
apabila perbuatan yang dilakukannya yang berkenaan dengan jabatannya 
tidak maksimal maka akan mengganggu jalannya stabilitas pemerintahan, 
dimana dalam setiap aktivitasnya selalu berhubungan dengan pelayanan 
terhadap masyarakat. Karena tugas dan fungsinya berhubungan dengan 
pemerintahan secara otomatis anggaran yang diperoleh instansi 
pemerintahan tersebut berasal dari anggaran negara yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disahkan oleh 
pemerintah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini 
yang membuat kontribusi yang diberikan harus maksimal karena apabila 
kontribusi yang diberikan oleh pegawai dan pejabat negara  minim akan 
membuat stabilitas pemerintahan akan terganggu karena anggaran yang 
digunakan merupakan anggaran negara.. 
 Kontribusi yang tidak maksimal juga akan memunclkan terjadinya 
berbagai bentuk penyelewengan kekuasaan, mengingat pada institusi 
pemerintahan terjadi perputaran uang yang cepat sehingga dalam setiap 
menjalankan program pemerintah dibutuhkan anggaran yang cukup 
besar. Hal ini pula yang memunculkan berbagai modus kejahatan seperti 
tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi ini sering berhubungan 
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dengan penyalahgunaan kekuasaan karena kejahatan tersebut berkenaan 
dengan keuangan negara sehingga apabila kejahatan tersebut dilakukan 
maka akan mengakibatkan kerugian negara. 
 Selain kejahatannya yang bersifat transnasional, tindak pidana 
korupsi juga disebut sebagai extraordinary crime. Dalam penjelasan 
paragraf kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 
2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa: 
“mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistemik dan meluas 
sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah 
melanggar hak-hak social dan ekonomi masyarakat secara luas, maka 
pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan 
demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan 
cara yang khusus, antara lain penerapan system pembuktian terbalik 
yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa”.117 
 Dapat kita lihat bahwa karakteristik tindak pidana korupsi yang 
akhirnya disebut sebagai extraordinary crime memiliki kekhasan tersendiri 
yang berbeda dari tindak pidana lainnya. Pembuat undang-undang 
pemberantasan tindak pidana korupsi sampai pada konstruksi hukum 
yang mengandung penyimpangan berupa pengecualian sebagaimana 
terlihat dalam uraian di atas, semata-mata hanyalah dimaksudkan untuk 
mempercepat proses penanganan tindak pidana korupsi, dan memberikan 
                                                          
117 Laode M. Syarif dan Didik E. Purwoleksono (ed), Hukum Anti Korupsi, Usaid, Kemitraan 
Partnership dan The Asia Foundation, hlm . 29. 
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kemudahan-kemudahan procedural pada tingkat penegak hukum dalam 
hal pembuktian pada semua tingkat pemerikasaan. Kebijakan demikian 
didasari atas pertimbangan rasional akan bahaya yang dapat ditimbulkan 
oleh tindak pidana korupsi. Terdapat cukup alasan rasional untuk 
mengkategorikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa extraordinary 
crime), sehingga pemberantasannya perlu dilakukan dengan cara-cara 
yang luar biasa (extraordinary measure) dan dengan instrument-instrumen 
hukum yang luar biasa pula (extraordinary instrument).118 
 Dalam menjalankan berbagai modus tindak pidana korupsi, para 
pegawai negeri dan pejabat negara sering dijadikan sebagai sasaran 
dalam melaksanakan kejahatannya. Hal ini dikarenakan peran dan fungsi 
yang dijalankannya sangat vital yang berkenaan dengan jalannya roda 
pemerintahan, mengingat para pejabat ataupun pegawai instansi 
pemerintahan memiliki kewenangan dalam hal menjalankan 
perekonomian negara. Hal tersebut yang membuat para pelaku kejahatan 
korupsi sering memanfaatkan jabatan yang dimiliki oleh para pegawai 
instansi pemerintahan guna meloloskan kepentingannya, baik berupa izin 
maupun proyek lainnya sehingga mau tidak mau para koruptor harus 
melakukan negosiasi tersembunyi guna mempercepat urusan 
kepentingannya. 
 Gratifikasi seringkali diterima oleh para pegawai dan penyeleggara 
negara dalam hal menjalankan tugasnya, gratifikasi bias jadi disadari oleh 
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penerimanya ataupun tidak disadari oleh sang penerima gratifikasi 
dikarenakan sifat dari gratifikasi tersebut sebagai pemberian yang 
dilakukan oleh si pemberi sangat luas artinya, sehingga sering ditemukan 
kesulitan untuk menentukan jenis dari perbuatan yang dilakukan oleh 
pegawai atau penyelenggara negara. 
 Dalam hukum positif yakni Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 
Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, gratifikasi diatur secara tegas 
dalam pasal 12 b dan pasal 12 c berikut ini:119 
Pasal 12 B 
Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara 
dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan 
yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan 
sebagai berikut: 
a. yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau 
lebih. Pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan 
merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; 
b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta 
rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap 
dilakukan oleh penuntut umum. 
                                                          
119 Kristian dan Yopi Gunawa, Op.cit. 
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1) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara 
seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan 
paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit 
Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) 
Pasal 12 C 
1)  Ketentuan sebagaimana dimasud dalam pasal 12 b ayat (1) tidak 
berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya, 
kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
2)  Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib 
dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lam 30 (tiga puluh) hari 
kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. 
3)   Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling 
lambat 31 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan 
wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau 
milik negara. 
4)  Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-
Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
 Berdasarkan mengenai apa yang diuraikan diatas, dapat dikatakan 
bahwa Pasal 12 B dan 12 C Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang 
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Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur apabila pegawai negeri 
atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi dan tidak 
melaporkan hal tersebut kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (KPK) dapat dikategorikan telah melakukan tindak pidana korupsi. 
Untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai 
gratifikasi sebagaimana diatur dalam pasal 12 B dan pasal 12 C ini maka 
harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:120 
1)  Pegawai negeri atau penyelenggara negara; 
2)  Menerima gratifikasi; 
3)  Yang berhubungan dengan jabatan atau bertentangan dengan 
kewajiban atau tugasnya; 
4)  Penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dalam jangka waktu 
30 hari sejak diterimanya gratifikasi. 
 Dari bentuk aturan yang mengatur tentang gratifikasi dapat 
dikatakan bahwa para pegawai negeri dan penyelanggara negara apabila 
menerima suatu pemberian maka diharuskan untuk melaporkan gratifikasi 
yang diterimanya, sehingga tidak menimbulkan suatu tidak pidana. Akan 
tetapi masalah yang timbul adalah jenis pemberian seperti apa yang wajib 
dilaporkan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Karena bisa 
saja dalam aktivitasnya mereka tidak menyadari bahwa suatu pemberian 
                                                          
120 Kristian dan Yopi Gunawan, Loc.cit. 
82 
 
yang diberikan itu berupa gratifikasi ataukah pemberian secara cuma-
cuma atau biasa disebut sebagai hibah. 
 Hal ini pula yang sering dijadikan modus oleh koruptor terutama 
oknum yang menjabat pada instansi pemerintah dalam menjalankan 
aksinya bahwa perbuatan pidana tersebut sering disembunyikan agar 
dapat lolos dari jeratan aparat penegak hukum. 
 Hubungan antara kesempatan untuk korupdengan peringkat 
jabatan dan tingkatan ekonomis bertautan erat sekali. Sehingga jauh dari 
kemungkinan untuk berbuat korupsi jutaan rupiah, apabila pangkat 
seorang pegawai hanyalah pengantar surat, juru ketik atau seorang 
pemborong sederhana yang tidak berkemampuan secara ekonomis dan 
politis untuk melakukan perbuatan suap menyuap. Namun bagi orang 
yang mempunyai kedudukan atau pangkat yang tinggi peluang untuk 
berbuat korup lebih leluasa dan jalan yang mau ditempuh tanpa harus 
membayar pelindung. Orang yang tingkat ekonominya tinggi, akan lebih 
mudah membayar suap atau mengongkosi pelindung sebagai pengaman 
perbuatan korup yang dilakukannya. Jadi orang yang memiliki proteksi 
politik akan lebih leluasa melakukan korupsi, penulis bernama 
Choesnoen, membedakan macam-macam atau jenis perbuatan korupsi 
sebagai berikut: (1) Korupsi jenis halus : yang lazim disebut uang siluman, 
uang jasa gelap, komisi gelap, macam-macam pungutan liar dan 
sebagainya. Tindak kejahatan seperti ini boleh dikatakan tak tergolong 
oleh sanksi hukum positif; (2) Korupsi jenis kasar : kadang-kadang masih 
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dapat dijerat oleh hukum kalau kebetulan kepergok alias tertangkap 
basah. Kita sebut beberapa contoh umpamanya : menggelapkan uang 
negara yang dipercayakan kepada seorang bendaharawan, 
mempribadikan benda milik negara, mempribadikan benda-benda milik 
ahli waris (yang nota bene tidak berdosa) dari oknum-oknum yang terjerat 
oleh hukum karena politik dan lain-lainnya. Korupsi kasar semacam inipun 
sering-sering masih bisa luput dari jeratan hukum karena rupa-rupa ada 
factor “ada main” (=hubungan tahu sama tahu yang saling 
menguntungkan) dan sebagainya; (3) Korupsi yang sifatnya administratif 
manipulatif : agak lebih sukar lagi untuk diteliti kalaupun memang ada 
dilakukan penelitian oleh yang berwenang. Umpamanya : ongkos-ongkos 
perjalanan dinas, yang sebenarnya sebagiab seluruhnya tidak pernah 
dijalani , ongkos pemeliharaan kendaraan milik negara yang cepat rusak 
karena terlalu sering dipakai untuk keperluan pribadi, ongkos perbaikan 
bangunan pemerintah dilebih-lebihkan (=over begroof), onkos pemugaran 
rumah pribadi.121 
 Tentang apa yang dikemukakan oleh Choesnoen tersebut, yaitu 
bahwa korupsi jenis halus tidak terjangkau oleh hukum, dan korupsi jenis 
kasar sering luput oleh jeratan hukum, sebenarnya permasalahannya 
tidak hanya berhenti di situ saja, tetapi lebih jauh lagi. Hal ini menuntut 
adanya integritas dan keberanian dari para penegak hukum dalam 
melaksanakan tugasnya, merupakan factor determinan. Di sisi lain, 
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terhadap korupsi yang bersifat administratif memerlukan peran internal 
kontrol yang efektif dalam instansi-instansi pemerintah, terutama peranan 
Inspektur Jendral (Irjen). 122 
 Adakalanya perbuatan korupsi itu bersifat pasif, dan adakalanya 
pula bersifat aktif. Korupsi yang bersifat pasif, misalnya seperti yang 
tercantum dalam pasal 419 KUHP yang berbunyi:123 
Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, seorang pejabat: 
1. Yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui, bahwa itu 
diberikan untuk menggerakkan dia supaya melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan 
kewajibannya. 
2. Yang menerima hadiah, padahal diketahui bahwa itu diberikan 
sebagai akibat atau oleh karena dia telah melakukan sesuatu 
dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. 
Jadi kalimat “yang menerima hadiah atau janji” menunjukkan sifat yang 
pasif, dan hal ini dapat dipidana. Sedangkan korupsi yang bersifat aktif 
adalah seperti yang tercantum dalam Pasal 418 KUHP yang berbunyi: 
“Seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau 
sepatutnya harus diduga, bahwa itu diberikan, karena kekuasaan atau 
kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut 
pikiran orang yang member hadiah atau janji-janji itu ada hubungannya 
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dengan jabatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama enam 
bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”. Jadi adanya kalimat “ 
orang yang member hadiah atau janji-janji” menunjukkan sidat aktif, yaitu 
melakukan suatu perbuatan terhadap orang lain.124 
 Gratifikasi dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bersifat 
pasif, hal ini dikarenakan gratifikasi merupakan suatu bentuk pemberian 
yang hanya sekedar menyasar orang yang menerima sesuatu yang 
diberikan oleh seseorang namun tidak menghukum orang yang 
memberikan suatu gratifikasi sehingga perbuatannya dapat dikategorikan 
sebagai perbuatan yang sifatnya pasif. 
 Sama halnya dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, 
gratifikasi atau hadiah hanya memiliki satu rumusan, yaitu pegawai negeri 
menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK adalah korupsi, yang terdapat 
dalam Pasal 12 B jo. Pasal 12 C UU Nomor 20 Tahun 2001. Gratifikasi 
adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, 
kerabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas 
penginapan, perjalanan wisata, dan fasilitas lainnya.125 
 Rumusan definisi ini agak rumit, yaitu setiap gratifikasi kepada 
pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap menerima suap 
yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan lewajiban 
atau tugasnya. Namun, ketentuan ini tidak berlaku bila penerima gratifikasi 
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melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK paling lambat 30 hari 
kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Contoh-contoh 
pemberin yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi yang sering terjadi 
adalah:126 
a. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk 
keperluan pribadi secara cuma-cuma. 
b. Pemberian hadiah atau parsel kepada pejabat pada saat hari raya 
keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya. Hadiah atau 
sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekanan 
kantor perjabat tersebut. 
c. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian 
barang dari rekanan. 
d. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada 
pejabat. 
e. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi 
lainnya dari rekanan. 
f. Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat 
kunjungan kerja. 
g. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena 
telah dibantu. 
 Dalam perkembangannya gratifikasi ini sering ditemukan dalam 
kehidupan sehari-hari karena sifatnya yang sangat halus karena akan 
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cukup sulit untuk menentukan kapan suatu perbuatan dilakukan bukan 
karena jabatan yang melekat pada dirinya akan tetapi seorang tersebut 
melakukan suatu perbuatan berkenaan dengan diri pribadinya sendiri. 
Sehingga perbuatannya tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak 
pidana korupsi karena perbuatan tersebut berkaitan dengan dirinya 
sebagai individu yang berhubungan atau berkaitan dengan konteks hukum 
perdata. Oleh karena itu pegawai negeri atau penyelenggara negara 
dalam melakukan aktivitasnya harus senantiasa berhati-hati dalam 
menerima suatu pemberian dari pihak manapun agar jangan sampai 
perbuatan tersebut dapat dijerat dengan tindak pidana korupsi berupa 
gratifikasi. 
 Berkenaan dengan pemberian gratifikasi yang dilakukan melalui 
hibah dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu modus 
yang dapat digunakan oleh koruptor untuk mengelabui aparat penegak 
hukum, yang dimana pelaku korupsi menjalankan aksinya dengan 
menerima suatu pemberian yang seolah-olah pemberian tersebut 
diberikan dalam bentuk hibah atau secara cuma-cuma yang berkaitan erat 
konteksnya dengan hukum perdata yang bersifat privat. Sehingga melalui 
pemberian tersebut para pelaku tidak dapat dijerat dengan rumusan 
mengenai tindak pidana korupsi khususnya yang berkenaan dengan 
gratifikasi. Hal ini berkaitan dengan sifat dari perbuatan tersebut berupa 
pemberian yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain. 
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 Modus kejahatan ini merupakan model baru yang dimana 
seseorang memperoleh suatu pemberian yang bukan merasal dari 
kejahatan melainkan kekayaan ini diperoleh dari hasil transaksi yang 
dilakukan oleh individu yang satu dengan individu yang lainnya, karena 
pemberian dalam bentuk hibah merupakan suatu transaksi yang 
dibolehkan dan diakui secara sah oleh hukum asalkan sesuai ketentuan 
dan syarat yang tercantum di dalam pasal mengenai hibah. 
 Pengertian mengenai gratifikasi yang menyebutkan bahwa 
gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas semakin menambah 
kerumitan yang terdapat di dalam rumusan pasal mengenai gratifikasi 
karena pemberian dalam arti luas seperti pemberian hadiah kepada 
pegawai negeri atau penyelenggara negara menimbulkan kesulitan untuk 
menentukan bahwa perbuatan tersebut merupakan gratifikasi yang 
dilarang di dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi 
atau perbuatan tersebut merupakan transaksi biasa berupa pemberian 
secara cuma-cuma sebagaimana diatur dalam rumusan pasal mengenai 
penghibahan yang merupakan perbuatan yang tidak dilarang dalam kitab 
undang-undang hukum perdata. 
 Perbuatan ini sering dikategorikan ke dalam rumusan yang 
berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang, akan tetapi terdapat 
perbedaan mendasar diantara kedua perbuatan tersebut. 
 Pengertian mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 
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Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Secara umum pencucian 
uang adalah perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau 
,menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari 
hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang 
seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Definisi tersebut perlu 
diberikan penjelasan bahwa dalam definisi tersebut terdapat kata “seolah-
olah”. Sehingga walaupun proses pencucian uang berhasil dilakukan, 
namun harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana tidak pernah 
menjadi sah atau diputihkan. Dengan demikian istilah yang dipakai adalah 
“Pencucian Uang” bukan “Pemutihan Uang”. Money laundering selalu 
berkaitan dengan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, 
sehingga tidak ada pencucian uang kalau tidak ada tindak pidana yang 
dilakukan (no crime no money laundering).127    
 Sementara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, dalam Pasal 1 
angka (1) mencantumkan pengertian dari pencucian uang adalah segala 
perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan 
ketentuan ketentuan dalam undang-undang ini.128 
 Tindak Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki 
hubungan yang sangat erat. Hal tersebut secara jelas dapat dilihat dalam 
Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan 
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hasil tindak pidana 
                                                          
127 Ibid, hlm. 236-237. 
128 Ibid, hlm.238. 
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itu menurut Pasal 2 ayat (1) tersebut, diklasifikasikan dalam 25 (dua puluh 
lima) kelompok kejahatan (predicate crime) sebagaimana di bawah ini:129 
a. Korupsi; 
b. Penyuapan; 
c. Narkotika; 
d. Psikotropika; 
e. Penyelundupan tenaga kerja; 
f. Penyelundupan migran; 
g. Di bidang perbankan; 
h. Di bidang pasar modal; 
i. Di bidang perasuransian; 
j. Kepabaeanan; 
k. Cukai; 
l. Perdagangan orang; 
m. Perdagangan senjata api; 
n. Terorisme; 
o. Penculikan; 
p. Pencurian; 
q. Penggelapan; 
r. Penipuan; 
s. Pemalsuan uang; 
t. Perjudian; 
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u. Prostitusi; 
v. Di bidang perpajakan; 
w. Di bidang kehutanan; 
x. Di bidang lingkungan hidup; 
y. Di bidang kelautan dan perikanan; atau 
z. Tindak pidana lain yang diancam dengan penjara 4 (empat) 
tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut 
juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. 
 Dari ketentuan pasal tersebut di atas, tndak pidana korupsi 
merupakan salah satu dari jenis tindak pidana asal yang berkaitan dengan 
tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana asal (predicate crime) 
adalah tindak pidana yang memicu dan menjadi sumber terjadinya tindak 
pidana pencucian uang. Penempatan tindak pidana korupsi sebagai tindak 
pidana asal (predicate crime), merupakan pendapat dari pembentuk 
undang-undang yang memandang bahwa korupsi merupakan persoalan 
bangsa yang paling mendesak dalam penanganannya.130 
 Secara umum pencucian uang merupakan metode untuk 
menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu 
tindak pidana, kegiatan organisasi kejahatan, kejahatan ekonomi, korupsi, 
perdagangan narkotik, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan 
                                                          
130 Ibid, hlm. 242. 
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aktivitas kejahatan. Money Laundering atau pencucian uang pada intinya 
melibatkan aset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat 
dipergunakan tanpa terdeteksi bahwa asset tersebut berasal dari kegiatan 
yang legal. Melalui money laundering, pendapatan atau kekayaan yang 
berasal dari kegiatan yang melawan hukum diubah menjadi asset 
keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah/legal. 
Penanganan perkara tindak pidana pencucian uang mempunyai arti 
penting bagi pengembalian aset negara terkait dengan pemberantasan 
tindak pidana korupsi. Para pelaku korupsi apabila berhasil melakukan 
pencucian uang, maka hal itu memungkinkan para pelaku korupsi untuk 
:131 
a. Menjauh dari tuduhan melakukan kegiatan kriminal yang 
menghasilkan uang haram itu, sehingga dengan demikian 
akan lebih menyulitkan bagi otoritas untuk dapat menuntut 
mereka. 
b. Menjauhkan uang haram itu dari aktivitas kriminal yang 
menghasilkan uang itu sehingga dengan demikian 
menghindarkan dapat disitanya dan dirampasnya hasil 
kejahatan itu apabilia criminal yang bersangkutan ditangkap 
c. Menginvestasikan kembali uang haram itu pada kegiatan-
kegiatan kriminal di masa yang akan datang atau kegiatan-
kegiatan usaha yang sah.   
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 Korupsi tentu terkait dengan aset atau harta kekayaan yang 
diperoleh dengan cara yang tidak sah dan kotor (dirty money). Harta 
kekayaan menjadi objek yang sangat erat dalam kaitannya terhadap 
tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang. Harta 
kekayaan tersebut adalah semua benda bergerak atau benda tidak 
bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang 
diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.132 
 Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa pebuatan tindak pidana 
gratifikasi melalui hibah tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana 
pencucian uang. Dikarenakan tindak pidana pencucian uang merupakan 
suatu modus perbuatan yang dimana seseorang memperoleh suatu harta 
kekayaan yang kemudian diselewengkan seolah-olah harta tersebut 
bukan merupakan tindak pidana sehingga pelakunya dapat mengelabui 
aparat penegak hukum. Sedangkan pemberian gratifikasi melalui hibah 
merupakan perbuatan yang dimana seseorang mendapatkan harta 
kekayaan yang bukan merupakan hasil kejahatan melainkan harta 
tersebut diperoleh melalui perjanjian yang sah yang dilakukan oleh kedua 
belah pihak baik pemberi hibah maupun si penerima hibah, akan tetapi 
perbuatan tersebut berubah menjadi perbuatan yang dilarang karena 
perbuatan tersebut dapat dikenakan pasal mengenai tindak pidana 
korupsi berupa gratifikasi. Sehingga kedua perbuatan tersebut merupakan 
dua perbuatan pidana yang berbeda. 
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 Perkataan “penghibahan” (atau “pemberian”) dalam pasal 1666 dan 
selanjutnya dipakai dalam arti yang sempit, karena hanya perbuatan-
perbuatan yang memenuhi syarat-syarat yang disebutkan disitu 
dinamakan “penghibahan”, misalnya syarat “dengan cuma-cuma” yaitu 
tidak memakai pembayaran. Disini orang lazim mengatakan adanya suatu 
“formele schenking” yaitu suatu penghibahan formal. Tetapi bagaimana 
halnya dengan seseorang yang menjual rumahnya dengan harga yang 
sangat murah atau yang membebaskan debitornya dari utangnya? 
Menurut ketentuan pasal 1666 tersebut ia tidak melakukan penghibahan 
atau pemberian, tetapi menurut pengertian yang luas ia dapat dikatakan 
menghibahkan atau member juga. Disini dikatakan tentang adanya suatu 
“materiele schenking” (penghibahan menurut hakekatnya) dan baiklah 
diketahui bahwa penghibahan dalam artikata yang luas ini dipakai dalam 
pasal 920 (tentang pemberian atau penghibahan yang melanggar 
ketentuan tentang legitime portie), pasal 1086 (tentang pemasukan atau 
inbreng, dimana ditetapkan bahwa pemberian-pemberian harus 
diperhitungkan dalam pembagian warisan) dan pasal 1678 (tentang 
larangan memberikan benda-benda antara suami dan istri).133  
 Juga sudah kita lihat bahwa syarat “dengan cuma-cuma” tidak 
melarang adanya penghibahan yang disertai dengan suatu beban, yaitu 
suatu kewajiban dari si penerima hibah untuk berbuat sesuatu, misalnya 
memberikan bea-siswa kepada seorang mahasiswa. Apabila “beban” 
                                                          
133 R. Subekti, Op.cit. 
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tersebut melampaui nilai (harga) barang yang telah dihibahkan, 
sebetulnya tidak lagi dapat dikatakan tentang suatu penghibahan.134 
 Meskipun pemberian yang dilakukan secara hibah dibolehkan oleh 
hukum namu, pemberian yang diberikan kepada pegawai negeri atau 
penyelenggara negara tidak diperbolehkan karena pemberian tersebut 
berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi berupa gratifikasi. Apabila 
memang seperti itu maka pertanyaan yang muncul adalah apakah 
dibolehkan pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima 
pemberian dalam bentuk hibah. Hal ini karena menurut penjelasan pasal 
12 b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas 
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi menyebutkan bahwa gratifikasi merupakan “pemberian 
dalam arti luas” sehingga menimbulkan kesan bahwa pegawai negeri atau 
penyelenggara negara dilarang menerima suatu pemberian. 
 Dalam kerangka ini diperlukan sinkronisasi substansial, yaitu 
sinkronisasi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dimana 
pembentuk undang-undang harus benar-benar memperhatikan 
kepentingan rakyat atau memperhatikan kepentingan sebanyak-banyak 
rakyat Indonesia. Dengan demikian, harus dihindari pembuatan peraturan 
perundang-undangan apabila masyarakat sendiri tidak membutuhkan atau 
tidak memiliki dampak yang cukup berarti di tengah-tengah masyarakat. 
Mengingat di negara Indonesia berlaku suatu asas yang menentukan 
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bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diberlakukan 
atau diundangkan, maka akan menjadi ketentuan hukum yang mengikat 
setiap individu dari setiap warga negara Indonesia. Hal ini berarti apabila 
suatu undang-undang diciptakan atau dibuat oleh pemerintah, otomatis 
seluruh warga negara Indonesia harus menaati dan melaksanakan 
undang-undang tersebut karena sifatnya yang memang mengikat satiap 
Warga Negara Indonesia. Pembuatan undang-undang yang memang saat 
ini belum benar-benar terlaksana dengan baik. Pembentukan undang-
undang harus mempunyai landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang 
jelas.135 
 Hal lain yang membutuhkan perhatian berkenaan dengan 
sinkronisasi substansial adalah pentingnya harmonisasi peraturan 
perundang-undangan. Sudah menjadi hal yang tidak terbantahkan lagi 
adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, 
tidak lengkap dan saling bertentangan. Bukan hanya dengan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi tetapi juga di antara peraturan 
perundang-undangan yang setingkat. Lebih memprihatinkan lagi , hal 
serupa dapat terjadi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih 
rendah. Harmonisasi juga diperlukan dengan peraturan perundang-
undangan Negara lain dalam satu kawasan atau regional maupun global, 
                                                          
135 Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2010, Problematika Penegakan Hukum : Kajian 
Reformasi Lembaga Penegak hukum, Katalog Dalam Terbitan (KTD), Jakarta, hlm. 20. 
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terutama untuk menghadapi kejahatan transnasional yang semakin 
mudah dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.136 
 Peraturan perundang-undangan tidak menyebutkan secara konkret 
mengenai gratifikasi yang dilakukan melalui hibah. Sehingga para pelaku 
dapat meloloskan diri dari jeratan hukum dikarenakan semakin 
canggihnya modus yang digunakan oleh koruptor dalam mengelabui 
aparat penegak hukum. 
 Dalam pandangan NU, hibah yang diterima oleh pejabat negara, 
status hukumnya adalah haram, karena terkait dengan pelanggaran 
sumpah jabatan yang diucapkannya, juga mengandung makna suap 
(risywah), dan bisa bermakna korupsi (ghulul). Namun, jika memang 
pemberian tersebut biasa diberikan oleh orang yang sebelumnya sudah 
biasa member dan jumlahnya pun tidak lebih dari biasanya, maka dalam 
konteks ini diperbolehkan.137 
 Pandangan NU ini didasarkan kepada fatwa Imam Subki yang 
merupakan salah satu ulama dari kalangan mazhab Syafi’i. Dalam fatwa 
tersebut, hadiah adalah pemberian yang diberikan kepada seseorang 
dalam kerangka untuk menumbuhkan kasih saying dan simpati. Jika 
hadiah diberikan oleh orang yang tidak biasa member pada seseorang 
sebelum memangku suatu jabatan, maka dalam konteks ini hukumnya 
adalah haram. Bahkan, keharaman juga berlaku untuk orang yang sudah 
                                                          
136 Ibid. 
137 Marzuki Wahid dan Hifdzil Alim (ed), 2016, Jihad Nahdatul Ulama Melawan Korupsi, 
Lakpesdam PBNU, Jakarta, hlm. 133. 
98 
 
terbiasa member hadiah kepadanya sebelum menjabat, namun 
pemberiannya melebihi seperti biasanya. Lebih lanjut, Imam Subki 
menjelaskan jika orang yang terbiasa memberikan hadiah dan 
memberikan seperti biasanya, namun ia memiliki lawan sengketa, maka 
hukumnya juga tidak diperbolehkan.138          
 Sebagaimana yang telah diketahui bersama, para pejabat negara 
itu sudah mendapatkan gaji plus fasilitas yang diberikan negara 
kepadanya. Oleh karena itu, ia tidak diperbolehkan menerima apapun di 
luar gaji dan fasilitas yang terkait dengan pekerjaannya. Seandainya ia 
tidak bekerja atau tidak menjabat, maka ia juga belum tentu mendapatkan 
hadiah tersebut. Oleh karenanya, jika ia menerima pemberian yang terkait 
jabatan atau pekerjaannya, maka sebenarnya ia telah menerima sesuatu 
dari apa yang semestinya. Hal ini tentu saja sama dengan melakukan 
pengkhianatan terhadap amanat yang diberikan kepadanya. Hadiah yang 
diterima oleh pegawai atau pejabat negara, dalam pandangan NU, 
termasuk tindak pidana korupsi (ghulul). Hukumnya haram, terkait dengan 
aib yang akan dibuka di akhirat kelak.139 
 Dalam konteks penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa pegawai 
negeri atau pejabat negara tidak diperbolehkan menerima hadiah karena 
para pejabat tersebut telah menerima gaji dari hasil pekerjaannya 
sehingga apabila menerimanya maka hukumnya haram. Apabila kita ingin 
                                                          
138 Ibid. 
139 Ibid, hlm. 135. 
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menghubungkan mengenai pemberian gratifikasi melalui hibah, maka 
setiap pemberian apapun kepada pegawai negeri atau pejabat negara 
tidak diperbolehkan walaupun pemberian tersebut didapatkan melalui 
proses hukum yang sah menurut hukum positif. 
 Selain itu, apabila kita ingin merujuk kepada konstitusi kita yaitu, 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 1 ayat (3) yang 
menyebutkan bahwa, Indonesia adalah negara hukum, sehingga dalam 
konteks diatas  hukum haramnya pegawai negeri atau pejabat negara 
menerima hibah tidak dapat diterapkan dalam sistem hukum nasional 
karena Indonesia tidak menganut hukum islam melainkan sistem hukum 
Indonesia menganut sistem hukum civil law yang dimana setiap perbuatan 
yang dilakukan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
 Oleh karena itu, setiap perbuatan yang dikategorikan sebagai 
perbuatan melanggar hukum harus tercantum dalam peraturan 
perundang- undangan yang berlaku sehingga penanganan hukum yang 
dilakukan tidak melanggar hak asasi manusia dari pelaku kejahatan, hal 
ini sesuai dengan asas legalitas di dalam hukum pidana. Masalahnya 
adalah perbuatan mengenai suatu perbuatan yang awalnya tidak 
melanggar hukum namun kemudian melanggar hukum pidana seperti 
pemberian gratifikasi melalui hibah tidak terdapat peraturan konkret yang 
mengaturnya sehingga perbuatan tersebut diperbolehkan karena tidak 
ada peraturan yang mengaturnya meskipun undang-undang 
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pemberantasan tindak pidana korupsi menyebutkan bahwa gratifikasi 
tidak diperbolehkan bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara, 
akan tetapi apabila gratifikasinya dalam bentuk hibah maka hal ini 
tentunya menimbulkan kesulitan untuk menentukan suatu pemberian yang 
diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara apakah itu 
merupakan pemberian dalam bentuk gratifikasi atau merupakan 
pemberian yang dilakukan secara cuma-cuma atau hibah sehingga untuk 
menentukan perbuatannya diperlukan suatu penafsiran atau penemuan 
hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti hakim. 
 Mengenai untuk menentukan sifat melawan hukum dari tindak 
pidana gratifikasi melalui hibah dalam tindak pidana korupsi terdapat dua 
pandangan hukum mengenai sifat melawan hukum dari suatu perbuatan 
pidana. Ajaran sifat melawan hukum memiliki kedudukan yang penting 
dalam hukum pidana disamping asas legalitas. Ajaran ini terdiri atas 
ajaran sifat melawan hukum yang formal dan materiil. 
 
a. Ajaran Sifat Melawan Hukum Formal 
 Sifat melawan hukum formal terjadi karena memenuhi 
rumusan delik undang-undang. Sifat melawan hukum formal 
merupakan syarat untuk dapat dipidananya perbuatan. Ajaran sifat 
melawan hukum formal adalah apabila suatu perbuatan telah 
memenuhi unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, 
perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Jika ada alasan-alasan 
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pembenar maka alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan 
secara tegas dalam undang-undang.140  
b. Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil 
 Sedangkan sifat melawan hukum materiil merupakan suatu 
perbuatan melawan hukum yang tidak hanya terdapat di undang-
undang (yang tertulis), tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas 
hukum yang tidak tertulis juga. Sifat melawan hukum itu dapat 
dihapus berdasarkan ketentuan undang-undang maupun aturan-
aturan yang tidak tertulis.141 
 Perbuatan melawan hukum itu tidak harus serbatas 
pelanggaran terhadap undang-undang, akan tetapi perlu juga dilihat 
apakah perbuatan itu merupakan pelanggaran terhadap asas-asas 
umum di masyarakat termasuk hukum tidak tertulis untuk 
membuktikan ada atau tidaknya sifat melawan hukum secara 
materiel dari perbuatannya. Dengan demikian, menurut pandangan 
materiel, hakim diberikan kebebasan untuk menafsirkan atau 
melakukan interpretasi suatu perbuatan melawan hukum dikaitkan 
dengan hukum yang berlaku (bukan hanya hukum tertulis yaitu 
undang-undang).142 
 Sebagai kesimpulan mengenai persoalan melawan hukum, bahwa 
apabila suatu perbuatan itu memenuhi rumusan delik, maka itu 
                                                          
140 Laode M. Syarif dan Didik E. Purwoleksono (ed), Op.cit. 
141 Ibid. 
142 Juniver Girsang, Op.cit. 
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merupakan indikasi bahwa perbuatan itu bersifat melawan hukum. Tetapi 
sifat itu hapus apabila diterobos dengan adanya alasan pembenar. Bagi 
mereka yang menganut ajaran sifat melawan hukum yang formil alasan 
pembenar itu hanya boleh diambil dari hukum yang tertulis.143 
 Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai 
melawan hukum hanya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam 
perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan 
atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum dalam suatu 
perkara, misalnya factor negara todak dirugikan, kepentingan umum 
dilayani dan terdakwa sendiri tidak mendapat untung.144 Dapat dikatakan 
bahwa pemberian gratifikasi yang dilakukan dalam bentuk hibah kepada 
pegawai negeri atau penyelenggara negara secara formil tidak dapat 
dikategorikan sebagai tindak pidana karena rumusan pasal di dalam 
undang-undang tindak pidana korupsi tidak terpenuhi. Akan tetapi, 
perbuatan tersebut dapat dijerat secara materiil apabila bertantangan 
dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka 
perbuatan tersebut dapat dipidana. 
 Memang, pengertian perbuatan melawan hukum ranah hukum 
perdata sangat besar pengaruhnya terhadap hukum pidana. Bahkan, 
beberapa ahli hukum tak sungkan-sungkan mengatakan pengertian sifat 
melawan hukum dalam bidang hukum pidana (wederrehctlijk) sama 
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pengertiannya dengan perbuatan melawan hukum dalam bidang hukum 
perdata (onrechmatige daad). Pompe pun berpendapat pengertian 
“onrechmatige daad” adalah sinonim dengan “wederrechtelijk” dalam arti 
materiel. Sekalipun, sifat melawan hukum dalam hukum pidana tidak 
hanya mengenal arti materiel, tetapi juga dalam arti formil.145 
 Oleh karenanya, untuk menjawab apakah perbuatan melawan 
hukum (onrechmatige daad) dapat dipersamakan atau disinonimkan 
dengan sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid), sebagaimana yang 
muncul dan menjadi perdebatan para ahli hukum, tentunya kita harus hati-
hati dalam menyikapinya. Bahkan, termasuk harus berhati-hati dalam 
mengimplementasikannya, khususnya dalam hal penafsiran unsure 
perbuatannya, di ruang siding pengadilan.146 
 Perbedaan esensial, untuk tidak dapat begitu saja mensinonimkan 
antara sifat melawan hukum(onrechtmatige daad) itu adalah mencakup 
tiga hal, yakni:147 
1. Implikasi sanksi hukum 
 Perbedaan esensial pertama ini adalah dalam tataran 
implikasi yang akan diterimanya yakni mengenai sanksi hukum. 
Jika sanksi dalam perbuatan melawan hukum bidang perdata 
adalah ganti rugi, maka dalam sifat melawan hukum dalam bidang 
pidana adalah menimbulkan nestapapenderitaan yaitu sanksi 
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penjara atau hilangnya kemerdekaan pribadi. Pada umumnya, 
masyarakat menilai sanksi hukum hilangnya kemerdekaan pribadi 
atau sanksi penjara itu lebih berat, lebih mengerikan, ketimbang 
sanksi ganti rugi. 
2. Implementasi dalam lingkup pengaturan 
 Perbedaan esensial kedua yang juga tak kalah 
mendasarnya adalah jika hukum perdata diimplementasikan untuk 
mengatur mengenai kepentingan individu (pengertian sempit), 
maka hukum pidana adalah untuk mengatur kepentingan yang 
lebih luas yaitu masyarakat. Pengertian “sempit” disiniadalah untuk 
memperbandingkan antara kepentingan umum (masyarakat) dan 
kepentingan pribadi (individu). 
 
3. Asas yang melekat 
 Perbedaan esensial ketiga, hukum pidana melekat asas 
legalitas, seperti yang tercantum pada Pasal 1 ayat (1) KUHP: 
“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan 
kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. 
Sedangkan hukum perdata tidak tunduk pada asas legalitas, 
sehingga penafsiran mengenai oerbuatan melawan hukum menjadi 
lebih longgar atau leluasa. Oleh sebab itu, jika dalam hukum pidana 
diperkenankan dilakukan perluasan unsur melawan hukum 
sebagaimana yang dilakukan hukum perdata, maka hal ini sangat 
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bertentangan dengan asas legalitas yang disebut: “Nullum Delictum 
Nulla Poena Lege Pravie Poenali” yang artinya telah diadopsi Pasal 
1 ayat (1) KUHP tersebut. 
 Dengan melihat adanya tiga perbedaan esensial diatas, maka tak 
pelak teori yang mengatakan perbuatan melwan hukum (onrecmtige daad) 
dapat disinonimkan dengan sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid) 
adalah kurang tepat karena berpeluang menimbulkan ketidakpastian 
hukum dan pelanggaran hak asasi manusia.148 
 Meskipun ketentuan mengenai pemberian gratifikasi yang 
dilakukan melalui hibah tidak diatur secara eksplisit di dalam undang-
undang pemberantasan tindak pidana korupsi, namun bukan berarti 
koruptor tersebut dapat dengan leluasa meloloskan diri dari jeratan 
hukum. Hal ini merupakan tugas dari aparat penegak hukum dalam 
melaklukan pencegahan dan pemberatasan terhadap berbagai modus 
kejahatan khususnya yng berkaitan tindak pidana korupsi yang merugikan 
keuangan negara. 
 Tentunya merupakan tugas dari penegak hukumlah yang berugas 
untuk menentukan suatu perbuatan dapat dikatakan melanggar hukum 
atau tidak. Salah satu cara yang dapat ditempuh dalam memutuskan 
suatu perkara adalah dengan jalan melakukan penemuan hukum. 
Penemuan hukum dapat dilakukan dengan cara melakukan interpretasi 
atau penafsiran dan analogi. 
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 Menurut Paul Scholten, adalah suatu yang khayal apabila orang 
beranggapan bahwa undang-undang itu telah mengatur segalanya secara 
tuntas. Oleh karena itu, penemuan hukum berbeda dengan penerapan 
hukum. Dalam penemuan hukum ditemukan sesuatu yang baru yang 
dapat dilakukan, baik lewat penafsiran, analogi , mauun penghalusan 
hukum. Penegakan hukum tidak hanya dilakukan dengan logika 
penerapan hukum yang mengandalkan penggunaan logika, melainkan 
melibatkan penilaian dan memasuki ranah pemberian makna.149 
 Khusus Indonesia, Pasal 27 Undang-Undang Pokok Kekuasaan 
Kehakiman mengatakan, bahwa hakim sebagai penegak hukum dan 
keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang 
hidup dalam masyarakat. Ini berarti hakim harus menemukan hukum. 
Tetapi apakah ketentuan ini hanya berlaku bagi hukum perdata dan 
hukum adat, tidak berlaku untuk hukum pidana karena nullum crime sine 
stricta atau tidak ada delik tanpa ketentuan yang tegas dalam Pasal 1 ayat 
(1) KUHP? Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman tersebut tidak 
mengatakan tidak berlaku untuk menggali hukum yang hidup bagi hukum 
pidana. Dunia modern tidak lagi dapat menerima secara ketat apa yang 
dikatakan oleh Montesquieu, bahwa hakim hanya menjadi corong undang-
undang (qui pronounce les paroles de la loi) hal itu tidak dapat diterima 
secra absolut.150 
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 Penafsiran tidak hanya dilakukan oleh hakim, tetapi juga oleh 
peneliti hukum, dan mereka yang berhubungan dengan kasus atau konflik 
dan peraturan-peraturan hukum. Yang akan diuraikan disini adalah 
penafsiran oleh hakim, karena penafsirannya itu mempunyai wibawa 
karena dituangkan dalam putusan. Kalau kita bicara tentang penafsiran 
oleh hakim, yang dimaksudkan tidak lain adalah penafsiran atau 
penjelasan yang harus menuju kepada penerapan (atau tidak 
menerapkan) suatu peraturan hukum umum terhadap peristiwa konkret 
yang dapat diterima oleh masyarakat. Ini bukan berarti sekedar 
menerapkan peraturan, bukan sekedar melakukan subsumpsi.151 
 Metode penafsiran sejak semula dibagi menjadi 4, yaitu interpretasi 
gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis.152 
Interpretasi gramatikal   
 Metode penemuan hukum ini disebut interpretasi gramatikal atau 
penafsiran menurut bahasa dan merupakan penafsiran atau penjelasan 
undang-undang yang paling sederhana dibandingkan dengan metode 
interpretasi yang lain.153 
 Sebagai contoh, interpretasi gramatikal mengenai istilah 
“dipercayakan” seperti yang tercantum dalam pasal 432 KUHP. Seorang 
pejabatsuatu lembaga pengangkutan umum yang dengan sengaja 
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memberikan kepada orang lain dari pada yang berhak, surat tertutup, 
kartu pos, atau paket, yang dipercayakan (verduisteren), kepada lembaga 
itu, atau kalau sebuah paket “diserahkan” kepada dinas perkereta-apian 
(PJKA), sedangkan yang berhubungan dengan pengiriman tidak ada lain 
kecuali dinas itu, maka diserahkan berarti “dipercayakan”. Jadi 
“dipercayakan” ditafsirkan menurut bahasa sebagai diserahkan.154 
Interpretasi sistematis atau logis 
 Yaitu penafsiran ketentuan perundang-undangan dengan 
menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain 
atau dengan keseluruhan sistem hukum. Artinya, ketika akan melakukan 
interpretasi, kita tidak hanya mengacu pada pasal yang akan ditafsirkan 
semata, tetapi juga harus melihat pasal-pasal lainnya dalam undang-
undang yang sama atau undang-undang lain, bahkan sistem hukum 
secara keseluruhan sebagai satu kesatuan.155  
Interpretasi atau penafsiran historis  
 Penafsiran ini didasarkan kepada maksud pembuat undang-undang 
ketika diciptakan.156 Sebagai contoh, untuk menafsirkan suatu ketentuan 
dalam KUHPerd diteliti sejarah lahirnya BW, Code Civil dari 1804 atau 
lebih jauh sampai ke hukum Romawi, maka hukum UU no.1 tahun 1974 
hanya dapat dimengerti dengan adanya gambaran sejarah mengenai 
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emansipasi wanita. Di sini yang dicari adalah maksud suatu peraturan 
seperti yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.157 
Interpetasi teleologis atau sosiologis 
 Di sini hakim mencari tujuan peraturan perundang-undangan. 
Tujuan ini berbeda dengan penafsiran historis menurut undang-undang 
yang subjektif ditentukan secara objektif. Interpretasi sosiologis terjadi 
apabila makna undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan 
kemasyarakatan. Peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan 
hubungan dan situasi sosial yang baru. Ketentuan undang-undang yang 
sudah usang digunakan sebagai sarana untuk memecahkan atau 
menyelesaikan sengketa yang terjadi sekarang. Dapatlah dikatakan 
bahwa setiap penafsiran pada hakikatnya merupakan penafsiran 
teleologis. Makin usang suatu undang-undang, makin banyak dicari tujuan 
pembentuk undang-undang yang disesuaikan dengan perkembangan 
masyarakat.158    
 Dengan kaitannya dengan penafsiran, mengemukalah suatu 
pertanyaan mendasar apakah antara penafsiran hukum dan pembuatan 
hukum ada secara ketat dan tajam ataukah tidak. Jawaban atas 
pertanyaan tersebut membawa konsekuensi perbedaan aliran dalam 
penafsiran hukum. Jika antara penafsiran hukum dan pembuatan hukum 
harus dipisahkan secara ketat dan tajam, maka penafsiran hukum akan 
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ditempatkan pada kedudukan di bawah pembuatan hukum. Berarti 
penafsiran hukum tidak boleh melampaui batas-batas yang sudah dibuat 
oleh pembentuk undang-undang. Jawaban ini melahirkan aliran 
begrriffsjurisprudenz bersama yang lain seperti dogmatik hukum, 
normative hukum, dan legal positivism yang menganggap teks hukum 
sebagai sesuatu yang memiliki otonomi mutlak.159  
 Jika antara penafsiran hukum dan pembuatan hukum tidak 
dilakukan pemisahan secara ketat dan tajam, maka penafsiran hukum 
akan ditempatkan pada kedudukan di atas pembuatan hukum. Dalam hal 
ini, hukum hanya dianggap sebagai pedoman yang terkadang bisa ditepis. 
Jawaban ini melahirkan aliran realisme yang menolak member kekuasaan 
mutlak kepada pembentuk undang-undan untuk menentukan dan 
merumuskan arti sesuatu.160   
 Keempat metode interpretasi utama (gramatik, sistematis, historis, 
dan teleologis) yang dikenal dalam ilmu hukum pada umumnya 
sebagaimana yang telah diuraikan di atas, secara mutatis mutandis juga 
dikenal dalam lapangan hukum pidana. Hanya saja, di sini kendatipun 
tidak ada prioritas penggunaan berbagai metode interpretasi, paling tidak 
dapat mengatakan bahwa dalam hukum pidana, interpretasi gramatikal 
menempati urutan yang lebih penting bila dibandingkan dalam hukum 
keperdataan. Akan tetapi dalam hukum pidana sendiri interpretasi historis 
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memiliki peranan yang penting. Konsekuensinya, travaux preparatories 
menjadi urgen dalam penemuan hukum. Namun yang lebih utama dari 
berbagai interpretasi dalam hukum pidana adalah interpretasi teleologis. 
Dengan demikian, jika diurutkan berdasarkan prioritas interpretasi dalam 
hukum pidana, interpretasi teleologis menempati urutan pertama, 
kemudian disusul interpretasi historis, lalu interpretasi gramatikal, dan 
pada akhirnya interpretasi sitematis.161 
 Selanutnya mengenai analogi, secara garis besar dapat dibedakan 
menjadi dua, yaitu argumentum peranalogiam atau sering disebut analogi 
dan argumentum a contrario. Perihal analogi, di sini suatu peraturan 
khusus dalam undang-undang dijadikan umum yang tidak tertulis dalam 
undang-undang, kemudian digali asas yang terdapat di dalamnya dan 
disimpulkan dari ketentuan umum itu suatu peristiwa yang khusus. 
Peraturan umum yang tidak tertulis dalam undang-undang itu diterapkan 
terhadap peristiwa tertentu yang tidak diatur dalam undang-undang 
tersebut, tetapi mirip atau serupa dengan peristiwa yang diatur dalam 
undang-undang. Sedangkan argumentum a contrario adalah penafsiran 
yang didasarkan pada pengertian sebaliknya dari peristiwa konkret yang 
dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.162  
 Telah dikemukakan bahwa analogi digunakan apabila terdapat 
kekosongan dalam undang-undang. Jadi analogi berarti mengisi 
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kekosongan atau ketidak-lengkapan undang-undang denan sesuatu yang 
tidak ada dalam undang-undang, sedangkan pasal 1 aya 1 KUHP 
berbunyi: Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas ketentuan 
aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum 
perbuatan dilakukan. Dengan demikian analogi bertentangan dengan 
pasal 1 ayat 1 KUHP. Dalam hal interpretasi ekstensif tidak ada 
kekosongan dalam undang-undang, undang-undangnya ditafsirkan. 
Hakim dalam hal ini tidak melengkapi undang-undang dengan sesuatu 
yang baru, hakim tidak menerapkan sesuatu di luar undang-undang yang 
telah ada, tetapi ia tetap berpegangan pada undang-undang yang ada dan 
tidak menciptakan peraturan baru.163 
 Pada a contrario titik berat diletakkan pada ketidaksamaan 
peristiwanya. Di sini peraturan yang disediakan untuk peristiwa yang 
hendak dicarikan hukumnya tidak ada. Yang ada adalah peraturan yang 
khusus disediakan untuk peristiwa lain yang tidak sama, tetapi ada unsur 
kemiripannya dengan peristiwa yang hendak dicarikan hukumnya. Pada a 
contrario peraturan yang disediakan untuk peristiwa yang hendak 
dicarikan hukumnya diberlakukan (bukannya tidak diperlakukan) hanya 
saja secara a contrario secara kebalikannya.164 
   Seringkali analogi dan a contrario dikategorikan dalam metode 
interpretasi. Analogi dan a contrario merupakan bentuk penalaran. Analogi 
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dan a contrario bukan merupakan argumentasi untuk membenarkan 
rumusan peraturan tertentu, tetapi untuk mengisi kekosongan atau 
ketidak-lengkapan undang-undang.165 
 Utrecht membedakan interpretasi dengan analogi sebagai berikut: 
Pertama, interpretasi adalah menjalankan undang-undang setelah 
undang-undang itu dejelaskan, sedangkan analogi adalah menyelesaikan 
suatu perkara dengan tidak menjalankan undang-undang. Kedua, 
interpretasi adalah menjalankan kaidah yang oleh undang-undang tidak 
dinyatakan dengan jelas, sementara analogi adalah menjalankan kaidah 
tersebut untuk menyelesaikan suatu perkara yang tidak disinggung oleh 
kaidah itu tetapi mengandung kesamaan dengan perkara yang disinggung 
kaidah tersebut.166 
 Prioritas interpretasi yang digunakan dalam hukum pidana tidak 
ditentukan secara kaku (rigid). Akan tetapi, bila dikaji dari berbagai 
yurisprudensi di mana hakim melakukan penemuan hukum dengan 
menggunakan berbagai metode interpretasi, prioritas ini dapat diurutkan 
sebagaimana diutarakan di atas, yaitu interpretasi teleologis, interpretasi 
historis, interpretasi gramatis, dan akhirnya interpretasi sistematis. Apabila 
dikaitkan dengan hasil penemuan hukum dari berbagai metode penafsiran 
yang dibedakan menjadi interpretasi restriktif dan interpretasi ekstensif, 
maka prioritas dalam hukum pidana lebih mengarah pada interpretasi 
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ekstensif yang meliputi interpretasi teleologis dan interpretasi historis. 
Padahal, dari berbagai pendapat yang telah diutarakan, terkuak bahwa 
antara interpretasi ekstensif dan analogi tidak terdapat adanya perbedaan 
yang prinsip sifatnya.167 
 Kiranya tidak ada perbedaan yang prinsip sifatnya antara 
penafsiran dan analogi dalam hukum perdata dan dalam hukum pidana. 
Bahkan, lebih spesifiknya lagi, tidak ada perbedaan hakiki antara 
interpretasi ekstensif dan analogi dalam hukum pidana. Dengan kata lain, 
dapat ditegaskan bahwa analogi pun boleh digunakan dalam hukum 
pidana. Penggunaan analogi cocok untuk disesuaikan dengan dinamika 
masyarakat yang senantiasa tumbuh dan berkembang. Hal ini lebih sesuai 
dengan tujuan hukum pidana modern, yakni untuk melindungi masyarakat 
dari berbagai kejahatan.168 
 Berdasarkan mengenai apa yang dipaparkan di atas dapat 
dikatakan bahwa gratifikasi yang diterima melalui hibah dapat diterapkan 
penemuan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya 
hakim, karena hakimlah yang bertugas untuk menggali nilai-nilai yang ada 
di dalam masyarakat meskipun perbuatan tersebut tidak diatur di dalam 
ketentuan undang-undang yang berlaku. 
 Sehingga dengan adanya proses penemuan hukum tersebut para 
aparat penegak hukum diharapkan tidak sungkan-sungkan apabila ada 
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suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam 
masyarakat, akan tetapi hal ini tentunya harus dibarengi dengan 
menjunjung tinggi hak asasi manusia. 
 Penafsiran yang dapat diterapkan terhadap kasus gratifikasi yang 
diberikan melalui hibah yaitu interpretasi sistematis atau logis yaitu 
penafsiran ketentuan perundang-undangan dengan menghubungkannya 
dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan 
keseluruhan sistem hukum. Sehingga terdapat sinkronisasi antara satu 
peraturan dengan peraturan lainnya. 
 Atribut khas hukum ditunjang oleh kitab undang-undang yang ditulis 
oleh para praktisi hukum di berbagai pranata formal seperti pengadilan. 
Meskipun demikian, bahwa di arena legislatif di mana undang-undang 
dibuat oleh para wakil yang terpilih atas dasar pembuatan hukum 
demokratis yang melayani kepentingan dan nilai-nilai mayoritas, terdapat 
dosis besar keahlian hukum di dalam proses pembuatan hukum dan 
penyandaran kepada pengetahuan dan keterampilan dari para pengacara. 
Dalam mengonsep perundang-undangan, para legislator mengandalkan 
para staf hukum untuk menyiapkan undang-undang yang mereka ajukan. 
Tanpa keahlian ini, usulan-usulan legislatif akan kurang jelas dan kurang 
persis, dan mungkin usulan-usulan tersebut akan bertentangan dengan 
undang-undang lain dan dengan putusan-putusan pengadilan yang 
relevan. Juga, tanpa adanya pakar-pakar hukum yang mengonsep 
undang-undang, maka akan sulit unruk meramalkan bagaimana 
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pengadilan akan melakukan konstruksi terhadap apa yang dimaksudkan 
oleh pembuat undang-undang dengan undang-undangnya.169 
 Dari perspektif Luhmann, akan tampak bahwa pembuatan undang-
undang oleh legislatif bertentangan dengan kemandirian hukum. Undang-
undang yang dibuat badan-badan legislatif negara yang mengatur upah 
minimum atau hak-hak aborsi lebih merupakan akibat dari tekanan politik 
yang berakar pada kekuasaan dan nilai-nilai dari kelompok-kelompok 
kepentingan, ketimbang berakar pada asas-asas hukum dan putusan-
putusan hukum yang rasional. Lebih dari itu, disebabkan cakupan 
pembuatan undang-undang oleh legislatif telah menjadi sedemikian luas 
di dalam masyarakat modern yang demokratis, maka akan tampak bahwa 
pranata-pranata inti dari kemandirian hukum, pengadilan-pengadilan, 
organisasi pengacara dan fakultas hukum harus cenderung menjadi 
semakin bergantung pada norma-norma dan prosedur-prosedur yang 
mencerminkan kepincangan kekayaan, kepentingan-kepentinan, dan nilai-
nilai masyarakat ketimbang norma-norma dan penalaran yang berakar di 
dalam hukum. Dengan alasan ini, cakupan kemandirian hukum harus 
menjadi lebih kecil diperhadapkan dengan pertumbuhan undang-undang 
yang dibuat oleh badan-badan legislatif.170 
 Pertimbangan ini menampakkan bahwa hubungan antara 
kemandirian hukum dan pembuatan undang-undang adalah tidak 
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sepenuhnya ada tetapi juga tidak sepenuhnya tidak ada. Kemandirian 
adalah terbaik jika dipahami sebagai suatu sifat hukum yang relatif 
ketimbang absolut. Disebabkan karena karakter relatif dan kemandirian 
hukum, maka yang paling baik jika kemandirian hukum itu dipandang 
sebagai suatu ciri dari kondisi-kondisi tertentu. Kemandirian hukum paling 
baik dipelajari secara empiris sebagai suatu ciri hukuman masyarakat, 
ketimbang sebagai suatu konstruksi teoretis.171  
 Banyak ditemukan di lapangan bahwa pengertian perilaku yang 
menyuburkan perilaku korupsi misalnya gratifikasi sering tidak dipahami 
oleh masyarakat. Perbenturan kultur atau nilai-nilai hidup di masyarakat, 
kerap kali menjadi hadangan paling besar yang ditemukan di lapangan 
dalam upaya pemberantasan korupsi. Masyarakat menilai bahwa 
pemberian terhadap seseorang yang berjasa dalam hal ini penyelenggara 
negara yang telah berbuat baik (walaupun tidak ada maksud jahat) 
dianggap hal yang lumrah. Walau hal tersebut dapat dikategorikan suap 
apabila tidak dilaporkan ke penegak hukum. Perbenturan inilah yang 
membuat pemberantasan kerap berjalan lambat.172 
 Ketentuan mengenai status gratifikasi diatur di dalam Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 12 C, yaitu: 
                                                          
171 Ibid, hlm. 281. 
172 Laode M. Syarif (ed), Op.cit. 
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a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) 
tidak berlaku, jika penerima melaporkan graifikasi yang 
diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. 
b. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga 
puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut 
diterima. 
c. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu 
paling lambat 31 (tiga puluh hari) sejak tanggal menerima 
laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik 
penerima atau milik negara. 
d. Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan statur 
gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam 
Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. 
 Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 C ayat (1), dapat 
diketahui bahwa tidak setiap gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri 
atau penyelenggara negara selalu merupakan tindak pidana korupsi 
tentang gratifikasi. Jika pegawai negeri atau penyelenggara negara telah 
melapor gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan 
Korupsi, pegawa negeri atau penyelenggara negara tersebut tidak dapat 
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melakukan tindak pidana korupsi tentang gratifikasi, tetapi sebaliknya jika 
pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak melapor gratifikasi yang 
diterimanya, maka perbuatannya tersebut dapat dikatakan melakukan 
tindak pidana korupsi tentang gratifikasi.173 
 Selain itu keputusan dari Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi mengenai status dari suatu gratifikasi merupakan hal yang sangat 
penting untuk membuat status hukum dari penerima gratifikasi tersebut 
menjadi jelas. Ketentuan menganai pelaporan mengenai status gratifikasi 
diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 16 sampai pasal 18, yang 
berbunyi: 
Pasal 16 
Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang 
menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi dengan tata cara sebagai berikut: 
a. Laporan disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir 
sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi 
dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi. 
b. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf a sekurang-kurangnya 
memuat : 
1) nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi; 
2) jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara; 
                                                          
173 R. Wiyono. Op.cit. 
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3) tempat dan waktu penerimaan gratifikasi; 
4) uraian jenis gratifikasi yang diterima; dan 
5) nilai gratifikasi yang diterima. 
Pasal 17 
1) Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu paling lama 30 (tiga 
puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterima wajib 
menetapkan status kepemilikan gratifikasi disertai pertimbangan. 
2) Dalam menetapkan status kepemilikan gratifikasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat 
memanggil penerima gratifikasi untuk memberikan keterangan 
berkaitan dengan penerimaan gratifikasi. 
3) Status kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan 
Korupsi. 
4) Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dapat berupa penetapan status 
kepemilikan gratifikasi bagi penerima gratifikasi atau menjadi milik 
negara. 
5) Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan keputusan 
status kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
kepada penerima gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja 
terhitung sejak tanggal ditetapkan. 
121 
 
6) Penyerahan gratifikasi yang menjadi milik negara kepada Menteri 
Keuangan, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung 
sejak tanggal ditetapkan. 
Pasal 18 
Komisi Pemberantasan Korupsi wajib mengumumkan gratifikasi yang 
ditetapkan menjadi milik negara paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun 
dalam Berita Negara.  
 Dengan demikian, gratifikasi apabila dilaporkan dan Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menetapkan bahwa gratifikasi 
tersebut bisa menjadi milik pribadi, maka gratifikasi yang diterima oleh 
pegawai negeri atau penyelenggara dapat dikategorikan sebagai 
pemberian hibah, sedangkan apabila grtifikasi tersebut tidak dilaporkan 
maka pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerimanya 
dapat ditetapkan telah melakukan suatu tindak pidana korupsi. Sehingga 
gratifikasi melalui hibah diperbolehkan selama perbuatan tersebut 
dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa 
pegawai negeri atau penyelenggara negara telah menerima suatu 
pemberian dari pihak lain. 
 Sejak disepakati bahwa korupsi ingin diberantas melalui jalan 
hukum, maka ada dua jalur yang bisa dilalui, yaitu melalui aksi penegakan 
hukum dan aksi keilmuan atau teori. Hukum itu praxis dan juga teori. 
Keduanya harus dilalui. Apabila kita hanya berbicara tentang 
pemberantasan korupsi by action, hanya dengan langsung memegang 
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tengkuk para koruptor, maka landasan teori tidak diperlukan. Kita akan 
main hantam begitu saja begitu ada laporan korupsi.174 
 Pemberantasan korupsi yang didorong masuk dalam koridor hukum 
menyebabkan bahwa pemberantasan korupsi tunduk pada system serta 
peraturan hukum yang berlaku. Pemberantasan korupsi hanya bisa 
dilakukan oleh orang-orang yang memiliki otoritas atau legal standing, 
yaitu aparat penegak hukum. Apa yang dilakukan oleh para polisi, jaksa, 
hakim dan advokat sangat ditentukan oleh stelan-stelan yang ada di 
kepala mereka. Kita tidak bisa terlalu menyalahkan para penegak hukum, 
oleh karena stelan-stelan pikiran mereka memang liberal dan hal tersebut 
sudah ditanamkan sejak duduk di bangku kuliah umumnya fakultas 
hukum. Maka apabila ingin ditempuh cara baru dalam pemberantasan 
korupsi, kita perlu melacaknya sampai dunia pendidikan hukum.175    
 Ilmu hukum dogmatis tidak memiliki perlengkapan yang baik untuk 
bisa menghadapi situasi yang baru. Di pihak lain, ilmu hukum progresif 
memungkinkan untuk membuat putusan-putusan yang melompat itu, oleh 
karena ia tidak berhenti menjalankan praktik secara rutin dan berdasarkan 
logika semata. Di sini kita bisa menambahkan karakteristik ilmu hukum 
progresif sebagai ilmu hukum yang visioner. Ini juga berkaitan dengan 
                                                          
174 Satjipto Rahardjo, 2009, Hukum Progresif  Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Genta Publishing, 
Yogyakarta, hlm. 136. 
175 Ibid, hlm. 137 
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asas  besar dalam ilmu hukum progresif yang berpendapat, bahwa 
“hukum adalah untuk manusia”.176 
 Salah satu kata kunci dalam hukum progresif adalah pembebesan. 
Hukum progresif menolak sikap status quo dan submisif dalam berteori. 
Baginya setiap pikiran, pendapat, doktrin dan asas terbuka untuk ditinjau 
dan dipikirkan kembali penggunaannya. Sikap tersebut konsisten 
denganmaksim “hukum untuk manusia”, bukan sebaliknya. Sikap 
mempertahankan status quo menyebabkan kita tidak berani melakukan 
pembebasan dan menganggap doktrin dan sebagainya sebagai sesuatu 
yang mutlak untuk dilaksanakan. Sikap seperti tersebut merujuk kepada 
maksim “rakyat untuk hukum”. Manusia atau rakyatlah yang dipaksa-
paksa dimasukkan ke dalam skema teori yang berlaku. Hukum progresif 
berpendapat, teori, maksim, dan stelan pikiran adalah sesuatu yang 
terbuka untuk perubahan.177 
 Kasus gratifikasi yang dilakukan melalui hibah harus dimaknai 
secara progresif agar setiap penegakan hukum tidak terjebak pada 
pemikiran dogmatis hukum sehingga tidak melanggar hak asasi manusia 
dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat tetap terjaga karena 
penafsirannya berdasarkan nilai-nilai budaya yang berkembang di 
masyarakat. 
                                                          
176Ahmad Gunawan,BS dan Mu’ammar Ramadhan, 2012, Menggagas Hukum Progresif Indonesia,  
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 16. 
177 Satjipto Rahardjo, Op.cit. 
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 Hukum progresif memberi makna kepada sistem penegakan hukum 
atau peradilan sejauh mengurangi pemusatan kekuasaan pada masing-
masing komponen. Independensi hanya berhenti pada pengakuan 
terhadap perbedaan tugas masing-masing komponen. Pada waktu 
memasuki ranah filsafat, maka semua independensi berhenti dan yang 
ada hanyalah filsafat kolektif, bukan individual.178 
 Perubahan filsafat tersebut niscaya akan berdampak pada 
penataan sistem penegakan hukum, bahkan sampai ke perubahan kultur. 
Jaksa, hakim, advokat, hanya perbedaan peran dalam sistem, tetapi 
mereka tidak sepenuhnya independen dan berhadapan satu dengan yang 
lain. Dalam posisi berperang. Mereka sama-sama mengemban tugas 
besar untuk memikirkan masyarakat, bukan memikirkan penyelamatan 
individu. Dalam hubungan tersebut asas “due process” perlu ditinjau 
kembali dengan memasukkan aspek kolektif atau komunal. Melalui 
perubahan-perubahan tersebut diharapkan tercipta suau sistem 
penegakan hukum yang lebih progresif, yaitu yang lebih memikirkan 
keadilan untuk masyarakat di atas individu.179 
 Jika kita ingin mengkaji faktor-faktor apa yang mempengaruhi 
ketaatan terhadap hukum secara umum seperti kejelasan rumusan dari 
substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target 
diberlakukannya aturan hukum. Jadi, perumusan substansi aturan hukum 
                                                          
178 Ibid, hlm. 145. 
179 Ibid. 
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itu, harus dirancang dengan baik, jika aturannya tertulis, harus ditulis 
dengan jelas dan mampu dipahami secara pasti. Meskipun nantinya tetap 
membutuhkan interpretasi dari penegak hukum yang akan 
menerapkannya.180 Hal ini tentunya sangat penting mengingat suatu 
aturan yang dikeluarkan membutuhkan interpretasi agar aturan tersebut 
dapat dipahami dan diterapkan dalam masyarakat. 
 Kita tidak boleh meyakini fiksi hukum yang menentukan bahwa 
semua penduduk yang ada dalam wilayah suatu negara, dianggap 
mengetahui seluruh aturan hukum yang berlaku di negaranya. Tidak 
mungkin penduduk atau warga masyarakat secara umum, mampu 
mengetahui keberadaan suatu aturan hukum dan substansinya, jika 
aturan tersebut tidak disosialisasikan. Aturan hukum yang mengandung 
norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang 
aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh 
orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut. Aturan 
hukum yang sangat efektif, adalah aturan hukum yang melarang dan 
mengancamkan sanksi bagi tindakan yang juga dilarang dan diancamkan 
sanksi oleh norma lain, seperti norma moral, norma agama, norma adat 
istiadat atau kebiasaan, dan lainnya. Aturan hukum yang tidak diatur dan 
dilarang oleh norma lain, akan lebih tidak efektif.181 
                                                          
180 Achmad Ali, Op.cit. 
181 Ibid, hlm. 378. 
126 
 
 Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga 
tergantung pada optimal dan professional tidaknya aparat penegak hukum 
untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut; mulai dari tahap 
pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakan hukumnya yang 
mencakupi tahapan penemuan hukum (penggunaan penalaran hukum, 
interpretasi dan konstruksi), dan penerapannya terhadap suatu kasus 
konkret. Yang jelas bahwa seseorang menaati ketentuan perundang-
undangan adalah karena terpenuhinya suatu kepentingan oleh 
perundang-undangan tersebut.182 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
182 Ibid. 
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BAB V  
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat 
ditarik kesimpulan bahwa: 
1. Tindak pidana gratifikasi merupakan suatu kejahatan tindak pidana 
korupsi yang dimana pelakunya berniat untuk mendapatkan 
sesuatu dengan cara yang bertentangan dengan Undang-Undang 
sedangkan hibah merupakan suatu perbuatan yang dimana 
pelakunya tidak mempunyai niat untuk melakukan suatu perbuatan 
yang berlawanan dengan peraturan atau perjanjian tentang hibah 
meskipun antara keduanya terdapat kesamaan dalam hal jenis 
perbuatannya. 
2. Pemberian gratifikasi melalui hibah merupakan perbuatan yang 
dibolehkan selama pegawai negeri atau penyelenggara negara 
melaporkan apa yang diterimanya sehingga perbuatan tersebut 
bukan merupakan suatu tindak pidana korupsi. Peraturan yang 
mengaturnya terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana 
Korupsi Pasal 12 b dan Pasal 12 c.  
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B. Saran  
1. Perlu kiranya ada regulasi suatu undang-undang yang jelas 
mengenai suatu perbuatan apakah merupakan perbuatan yang 
berkaitan dengan gratifikasi atau bentuk dari perbuatan tersebut 
merupakan hibah. 
2. Penafsiran terhadap suatu undang-undang merupakan suatu yang 
sangat diperlukan agar tidak terjadi multitafsir mengenai suatu 
peraturan dan untuk mengisi kekosongan hukum apabila tidak ada 
undang-undang yang mengaturnya.  
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